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Tesis dengan judul “Hak Asasi Manusia Dan Budaya Lokal 
Sebagai Konsideran Hukum Dalam Pembentukan Dan Penerapan 
Hukum Cambuk Analisis Terhadap Perda Aceh Nomer 6 Tahun 2014”  
bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran Hak Asasi Manusia dan Budaya 
Lokal sebagai konsideran hukum dan penerapan hukum cambuk, serta 
mengkaji mekanisme penetapan hukum cambuk yang akan dijadikan perda 
syari’ah.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau 
doctrinal, yang menggunakan tiga pendekatan yakni: Pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan sejarah (historical apporach), dan 
pendekatan komparatif (comparative approach) . Sumber Bahan Hukum 
dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer (Perundang-
Undangan) dan bahan hukum sekunder (Perda Syari’ah), serta menggunakan 
Metode Analisis kualitatif dalam menjabarkan kandungan Perundang-
Undangan dan Perda Syari’ah tersebut. 
Setelah melakukan penelitian maka didapatkan hasil bahwa penerapan 
hukum cambuk yang ada di Aceh sejalan dengan prinsip-prinsip HAM dan 
telah menjalani mekanisme yang sesuai dengan prosedur pembentukan Qānūn 
Aceh. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyimpulkan, Pertama. 
Penerapan hukum cambuk di Aceh dibagun di atas HAM, akan tetapi yang 
dimaksud dengan HAM adalah Hak Asasi yang sejalan dengan asas-asas 
hukum Islām. Hal ini Disebabkan budaya lokal Aceh yang sangat dekat 
dengan budaya Arab. Sehingga sebagian besar perda syari’ah yaang berlaku di 
Aceh banyak mengadopsi dari hukum-hukum Islām. Kesimpulannya adalah 
bahwa yang menjadi konsideran dalam penerapan hukum cambuk di Aceh 
adalah Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islām dan juga budaya lokal 
yang terdapat di Aceh sekaligus.  
Kedua. Dalam mekanisme penentuan atau pemilihan hukum Islām 
sebelum diputuskan sebagai peraturan Daerah harus melalui tahapan-tahapan, 
yiatu; (1). dipilih hukum yang mengandung aspek jera maksimal akan tetapi 
tidak sampai menghilangkan nyawa ataupun memotong anggota tubuh. (2). 
tidak boleh bertentangan dengan UU yang berada diatasnya. (3). 
menggunakan peran budaya lokal sebagai salah satu konsideran dalam 
pemiliihan suatu hukum.  







































Thesis with the title "Human Rights and Local Culture as Legal 
Considerations in the Formation and Application of Whip Law Analysis 
of Aceh’s Regulation Number 6 of 2014" aims to examine how the role of 
Human Rights and Local Culture as legal considerations and the application 
of caning law, as well as studying the mechanism whip law stipulation that 
will be used as sharia regulations. 
This research is a type of normative or doctrinal legal research, which 
uses three approaches namely: Statute Approach (Pendekatan Perundang-
undangan), Historical Approach (Pendekatan Sejarah), and Comparative 
Approach (Pendekatan Sejarah). Sources of Legal Materials in this study 
were obtained from primary legal materials (Legislation) and secondary legal 
materials (Sharia Regulations), and using qualitative analysis methods in 
describing the contents of the Sharia Regulations and Regulations. 
After conducting the research, it was found that the application of the 
caning law in Aceh was in line with the principles of human rights and had 
undergone a mechanism in accordance with the procedures for establishing 
the Aceh Qānūn. Based on the results of this study the authors conclude, 
First. The application of caning law in Aceh was built above human rights, 
but what is meant by human rights is human rights that are in line with the 
principles of Islāmic law. This is due to Aceh's local culture which is very 
close to Arabic culture. So that most of the sharia regulations that apply in 
Aceh adopt many of the Islāmic laws. The conclusion is that the consideration 
in the application of caning law in Aceh is Human Rights in the view of Islām 
and also the local culture contained in Aceh at the same time. 
Second. In the mechanism of determining or selecting Islāmic law 
before it is decided as a regional regulation must go through stages, yiatu; (1). 
chosen law that contains aspects of the maximum deterrent but not to 
eliminate lives or cut off limbs. (2). must not conflict with the law above it. 
(3). using the role of local culture as one of the considerations in choosing a 
law. 
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A. Latar Belakang  
Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak 
asasi manusia. Dalam hierarki perundang-undangan Undang-Undang Dasar 
1945 merupakan peraturan tertinggi di Negara Indonesia sehingga UUD 1945 
menjadi acuan dalam pembuatan Undang-Undang dibawahnya. Dalam 
Undang-Undang no 1/PNPS tahun 19651 disebutkan terdapat lima agama 
yang diakui secara sah. Agama Islām merupakan agama yang paling banyak 
dianut oleh masyarakat Indonesia, meskipun demikian Negara Indonesia tidak 
menganut Sharī‛ah Islām dalam penerapan hukumnya. Namun pemerintah 
memberikan hak istimewa untuk menerapkan Sharī‛ah Islām di Aceh. 
Penerapan Sharī‛ah Islām tersebut berdasarkan pada Al-Qur’ān, Hadīth, dan 
kitab-kitab kuning sebagai rujukan dalam penetapan hukumnya.  
Pada level regional, Aceh adalah daerah yang sudah melaksanakan 
hukum Sharī‛ah dalam mengatur masyarakatnya. Aceh sebagai daerah yang 
diberi hak-hak khusus dalam mengatur rumah tangganya sendiri sangat 
berpeluang untuk menerapkan hukum Sharī‛ah yang tidak bertentangan 
dengan Undang-Undang diatasnya. Namun pelaksanaan Perda Sharī‛ah di 
Aceh memunculkan beberapa persoalaan, salah satunya tentang persolaan 
hukum cambuk dan rajam. 
                                                          
1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 


































Aceh sebagai bagian Negara Indonesia tetap menganut dan patuh 
terhadap Undang-Undang yang berlaku dan bersifat mengikat secara 
universal, seperti UUD ’45, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lainnya. 
Adanya kebijakan otonomi daerah di Indonesia, membuka peluang besar 
untuk menyerap aspirasi dari beberapa kalangan masyarakat di daerah-daerah. 
Karena otonomi tersebut dapat menentukan aturan-aturan khusus untuk 
wilayah masing-masing sebagai Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat 
perda) tidak terkecuali dengan aturan-aturan yang langsung berkaitan dengan 
masalah privat agama masing-masing. 
Pemerintah Aceh merupakan satunya-satunya di Indonesia yang 
mengadopsi hukum-hukum agama Islām ke dalam Peraturan Daerah mereka 
yang kemudian disebut dengan Perda Sharī‛ah Aceh. Perda Sharī‛ah Aceh ini 
menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa dan banyak menarik perhatian para 
pakar untuk meneliti eksistensi hukum Islām sebagai objek kajian tingkat 
nasional bahkan internasional.  
Aceh adalah daerah berpenduduk Islām terbesar di Indonesia 
mendorong untuk menjadikan hukum Islām sebagai hukum positif untuk 
mengatur tatanan masyarakat di tengah masyarakat modern yang menganut 
hukum-hukum Belanda. Tidak sampai di sini, hukum ketatanegaraan 
Indonesia menempatkan Aceh sebagai daerah istimewa dan khusus, hal ini 
didasarkan pada karakter dan kekhasan sejarah perjuangan masyarakat Aceh 
yang memiliki daya juang dan daya tahan tinggi dalam menghadapi konflik 
internal. Pada akhirnya untuk menandai perdamaian antara pemerintah RI dan 


































Gerakan Aceh Merdeka (GAM) maka dibentuklah Undang-Undang No. 11 
Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh (UUPA). 
Berdasarkan perundang-undangan khusus yang dimiliki Aceh dan 
UUPA, dalam hubungannya dengan Sharī‛ah Islām, maka ketentuan-ketentuan 
hukum Islām yang berkaitan dengan hukum privat seperti perkawinan, zakāt, 
tetap berlaku. Adapun ketentuan hukum publik antara lain Qānūn maysir 
(judi), khamr (minuman keras), khalwat (mesum) sudah ditandatangani oleh 
gubernur sebagai Qānūn yang dinyatakan berlaku di Aceh. 
Legitimasi negara terhadap keistimewaan Aceh di bidang Sharī‛ah 
Islām baru disahkan setelah reformasi yang ditandai dengan ditetapkannya 
Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan 
Provinsi Daerah Istimewa Aceh.2 Ini merupakan pintu pertama dan utama 
secara resmi diberlakukannya Syari‟at Islām di salah satu provinsi di 
Indonesia. UU No. 44 Tahun 1999 membuktikan bahwa formalisasi Sharī‛ah 
Islām dapat dan diterima hadir dalam sistem hukum negara Indonesia. 
Setidaknya ada empat ciri khas yang didapatkan Aceh yaitu kehidupan 
Beragama, Adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan 
daerah.3 
Keistimewaan dalam menganut agama, ditetapkan dalam bentuk 
pelaksanaan Sharī‛ah Islām bagi pemeluknya dalam bermasyarakat (Pasal 4 
                                                          
2 Al-Chaidar, Gerakan Aceh Merdeka (Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islām), Madani Pres, 
Jakarta, 1999. 
3 Kaoysyah dan Lukman Hakim, Keistimewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah, Madani Pres, Jakarta, 
1999. 


































ayat 1). Sharī‛ah Islām dimaksud adalah tuntunan ajaran Islām dalam semua 
aspek kehidupan (Pasal 1 angka 10). 
Diterapkannya Sharī‛ah Islām di Aceh menuai banyak pro kontra. 
Kondisi ini semakin tampak setelah disahkannya Qānūn Aceh No. 12 Tahun 
2003 tentang Minuman Khamr dan sejenisnya, Qānūn Aceh No. 13 Tahun 
2003 tentang Maysir, Qānūn Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat, 
terakhir ketika Qānūn ini dikompilasikan dalam Qānūn Aceh No. 6 Tahun 
2014 tentang Hukum Jināyah (selanjutnya disebut Qānūn No. 6 Tahun 2014). 
Keempat Qānūn ini notabene memiliki materi muatan pidana (Jināyah). 
Beberapa masalah yang sering menjadi pro kontra penerapan Sharī‛ah 
Islām di Aceh adalah hukum cambuk dan rajam yang dinilai bertentangan 
dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, yaitu UU No. 1 Tahun 1946 
jo UU No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP). Penilaian ini disebabkan karena Perda harus mengikuti hierarki 
peraturan perundangundangan. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundangan-udangan Pasal 7 ayat (5) mengemukakan: kekuatan 
hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (1) yang dimaksud menyatakan: 
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 
c. Peraturan Pemerintah. 
d. Peraturan Presiden 


































e. Peraturan Daerah. 
Permasalahan yang berkaitan hukum cambuk dan rajam sangat 
menarik untuk dikaji, karena hukum cambuk dan rajam dapat berlaku di Aceh 
yang notabene adalah bagian dari Indonesia salah satu negara yang menganut 
sistem demokrasi. Dalam hukum Islām, hukum cambuk dan rajam ini adalah 
salah satu bentuk dari hifz̩u al nafs dan al mal (menjaga harta dan jiwa). 
Akan tetapi, sebagian masyarakat Indonesia tidak setuju diterapkannya hukum 
cambuk dan rajam karena mereka beranggapan bahwa hukum cambuk dan 
rajam melanggar Hak Asasi Manusia. 
Mengangkat pro kontra yang terjadi dalam pelaksanaan hukum 
cambuk merupakan salah satu bentuk permasalahan yang diangkat dalam 
penelitian ini, dalam hukum Islām hukum cambuk dihsarī‛ahkan sementara 
dalam HAM internasional banyak menentang pelaksanaan hukum cambuk. 
Hal inilah yang mendorong penulis untuk menelitinya secara mendalam 
tentang hukum cambuk dan rajam. 
Pendapat yang tidak setuju tentang Qānūn No. 6 Tahun 2014 hadir 
dalam berbagai bentuk, salah satunya Qānūn No. 6 Tahun 2014 
dipermasalahkan legalitasnya melalui uji materiil atas Qānūn No. 6 Tahun 
2014 oleh Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau 
Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) ke Mahkamah Agung. 
Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 60 P/HUM/2015 menyatakan 
permohonan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) disebabkan 
permohonan uji materiil tersebut prematur (belum waktunya), dengan 


































pertimbangan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam permohonan uji materiil 
tersebut sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan 
register perkara Nomor 59/PUU-XIII/2015.  
Budaya lokal Aceh yang begitu kental dan kuat memiliki pengaruh 
sangat besar dalam penerapan Perda Sharī‛ah berupa Qānūn Jināyah tersebut, 
hal ini merupakan salah satu pertimbangan legalitas Perda Sharī‛ah di Aceh. 
Aceh yang mendapat julukan serambi mekkah memang memiliki kedekatan 
emosional dengan negara Arab, sehingga ada beberapa aturan daerah yang 
mengadopsi dari arab sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Kedekatan 
tersebut kemudian melekat pada masyarakat Aceh sehingga menjadi ke 
khasan tersendiri dengan menerapkan beberapa hukum Islām dan 
mengadopsinya ke dalam Peraturan Daerah. 
Pada kenyataannya budaya lokal suatu daerah bisa menjadi konsideran 
dalam pembentukan sebuah hukum sekaligus dengan penerapannya masih 
menjadi wacana baik dikalangan paraktisi dan akademisi. 
Permasalahan terakhir dari penerapam Perda Sharī‛ah adalah, hukum 
Islām seperti apa yang dibolehkan untuk diterapkan sebagai Perda dan 
bagaimanakah mekanisme pemilihan hukum Sharī‛ah yang akan diterapkan, 
apakah semua hukum Islām dapat diaplikasikan ke dalam Perda ataukah 
hanya sebagian saja, melihat banyak sekali hukum-hukum dalam fiqh yang 
terlalu berat untuk diterapkan di Indonesia, seperti potong tangan, hukum 
qis̩ōs̩ dll. 


































Pembahasan latar belakang dalam penelitian ini membahas tentang 
Perda Sharī‛ah, karena hukum cambuk termasuk ke dalam Perda Sharī‛ah, 
maka peneliti merasa buntuh mengikut sertakan penjabaran Perda Sharī‛ah, 
agar para pembaca tesis ini juga memahami bagaimana mekanisme hukum 
cambuk mengapa sampai menjadi Perda Sharī‛ah.  
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa 
masalah sebagaimana berikut:  
1) Peran Hak Asasi Manusia dalam penyusunan Peraturan Daerah 
2) Benturan Peraturan Daerah dengan asas perundang-undangan di Indonesia 
3) Legalitas Perda Sharī‛ah di Indonesia 
4) Peran budaya lokal sebagai konsideran dalam penyusunan Perda Sharī‛ah 
5) Keriteria Hukum Sharī‛ah yang dapat dijadikan Peraturan Daerah 
6) Apakah letak geografis suatu daerah dapat mempengaruhi penysunan 
Perda Sharī‛ah? 
7) Apakah otonomi daerah memberi wewenang penuh kepada daerah 
otonom untuk membentuk aturan di daerahnya?  
8) Posisi Perda dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia 
 
C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini disusun oleh penulis 
untuk menganalisis peran HAM dan Budaya lokal dalam pembentukan Perda 


































Sharī‛ah terutama Perda Sharī‛ah yang ada di Aceh. Mengingat pentingnya 
legalitas sebuah peraturan perundang-undangan karena menentukan validitas 
dan kekuatan berlakunya, maka penulis melakukan analisis atas legalitas suatu 
Perda Sharī‛ah disesuaikan dengan konstruksi hukum tata negara ditinjau dari 
dua sudut 
1) Bagaimana peran hak asasi manusia dan budaya lokal sebagai konsideran 
hukum dalam dan penerapan hukum cambuk ? 
2) Bagaimanakah mekanisme pembentukan hukum cambuk yang akan 
dijadikan sebagai Perda Sharī‛ah? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan penulisan hukum 
yang secara subjektif merupakan syarat akademis bagi penulis untuk 
memperoleh gelar Magister Hukum Tata Negara pada UIN Sunan Ampel 
Surabaya. Penelitian ini secara khusus juga bertujuan untuk: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembentukan serta penerapan hukum 
cambuk di Aceh dengan pendekatan Qānūn Jināyah Aceh ditinjau dari segi 
konsideran hukumnya. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penentuan hukum cambuk 






































E. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Akademis 
Hasil penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan dapat 
memberikan sumbangsih bagi ilmu hukum, khususnya ilmu hukum 
ketatanegaraan dimana perkembangannya sangat cepat dan pesat. Lebih 
khusus lagi, dalam hal kajian mengenai Peraturan Daerah berbasis 
Sharī‛ah Islām bidang pidana dalam praktik ketatanegaraan Indonesia 
yang masih sangat langka. Di sisi lain, temuan-temuan dalam penelitian 
ini dapat dijadikan dasar pewacanaan formalisasi Sharī‛ah Islām yang 
lebih luas dan bahan evaluasi bagi Peraturan Daerah berbasis Sharī‛ah 
Islām yang telah menemukan tempatnya dalam sistem hukum nasional. 
2. Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 
konteks kekinian mengenai legalitas pemberlakuan hukum cambuk di 
Aceh dalam sistem hukum nasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan 
juga bermanfaat dalam memberikan gambaran bagaimana membentuk dan 
menerapkan hukum cambuk sehingga tercapai tujuan hukum dalam 
masyarakat Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya, semata-mata 
demi perbaikan praktik ketatanegaraan di Indonesia. 
 
F. Kajian Pustaka 
Jurnal Alat Bukti Zinā Menurut Qānūn Jināyah No. 6 Tahun 2014 Dan 
Fiqh Shafī’iah, dituis oleh Abdullah yang menuliskan bahwa memberiikan 


































perbandingan tentang Qānūn Jināyah Aceh dan fiqh Jināyah Shafī’iah, yang 
diterapkan di Aceh. Bagaimana ketentuan alatbukti zina di dalam Qānūn No. 
6 tahun 2014 dan fiqh Shāfī‘iah serta apa perbedaan keduanya. Untuk 
memperoleh jawaban tersebut penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kualitatif, menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research).4 
Jurnal Legislasi Qānūn Jināyah Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional, 
membahas tentang legislasi Hukum Jināyah Nomor 6 Tahun 2014 merujuk 
kepada peraturan-peraturan yang berlaku dan harmonis dengan hirarki 
peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan keyakinan-
keyakinan hukum dan keagamaan serta memperhatikan kearifan lokal Aceh, 
selain itu legislasi Hukum Jināyah di Aceh, menjadi role model dalam 
pembentukan Peraturan Daerah lainnya yang berdasarkan hukum Islām, 
misalnya melibatkan para ulama yang tergabung dalam Majelis 
Permusyawaratan Ulama (MPU), hal ini menjadikan proses Taqnīn akan lebih 
variatif dan usaha untuk menuangkan hukum menjadi Qānūn setidaknya 
mendekati kepada sempurna.5 
Tesis tentang Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Qānūn Aceh Nomor 
6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jināyah, penulis Endri, yang menjelaskan 
tentang, ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu 1) formalitas pembentukan 
                                                          
4 Alat Bukti Zina Menurut Qānūn Jināyah No. 6 Tahun 2014 dan Fiqh Shafī’iah, At-Tafahum: Journal 
of Islāmic Law, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017 
5 Legislasi Qānūn Jināyah Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional, Vol. 4 , No. 2, Desember 2017 


































peraturan perundang-undangan, 2) konsep negara kesatuan, 3) konsep hak 
asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.6 
Jurnal Sistem Hukum Penegakan Qānūn Jināyah Di Aceh Sedikitnya 
terdapat tiga Qānūn yang berkaitan dengan hokum Jināyah Islām (pidana) 
telah diundang-undangkan oleh Pemerintah Aceh selama pemberlakuan 
Sharī‛ah Islām, yakni: Qānūn Khalwat, Qānūn Maysir dan Qānūn Khamr. 
Sejak 2004 hingga 2008, banyak kasus yang berkenaan dengan Jināyah 
diselesaikan melalui Mahkamah Shar‛īyyah dengan sanksi berupa hukuman 
cambuk ataupun denda. Namun sejak 2009 hingga sekarang, banyak kasus 
Jināyah yang diselesaikan melalui jalur pengadilan adat. Adapun yang 
menjadi pertanyaan penelitian disini adalah: apa saja yang menjadi rintangan 
penegakan Qānūn Jināyah di Aceh? Apa implikasi lebih jauh dari rintangan 
tersebut terhadap penegakan hokum Jināyah di Aceh? Serta system hokum 
apa yang dipakai dalam penegakan hokum Jināyah di Aceh?7 
Qānūn Jināyah Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia, 
Qānūn Jināyah Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia. Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah 
Istimewa Aceh sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam serta Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh semakin 
menegaskan bahwa eksistensi hukum Islām di Aceh sudah menjadi hukum 
                                                          
6 Endri , Tesis Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Qānūn Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum 
Jināyah 
7 Mahdi, Sistem Hukum Penegakan Qānūn Jināyah Di Aceh, Media Syariah, Vol. XIII No. 2 Juli – 
Desember 2011 


































Nasional, baik dari sisi materi hukum, aparat penegak hukum, maupun 
peningkatan kesadaran masyarakat di Aceh akan Sharī‛ah Islām. Qānūn 
jinâyah di Provinsi Aceh merupakan pembaruan hukum pidana di Indonesia, 
karena hukum yang baik harus mencerminkan hukum yang hidup dalam 
masyarakat itu sendiri, sehingga hukum yang berlaku di Aceh sekarang ini 
bisa dijadikan model pembangunan hukum di Indonesia yang majemuk, 
namun tetap dalam bingkai Negara hukum Indonesia.8 
Penerapan Ijtihād Al-Maqāsidy Al-Jamā‛iy Dalam Legislasi Hukum 
Jināyah Di Aceh, Objek penelitian ini adalah proses dan mekanisme Qānūn 
Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jināyah. Penelitian ini beranjak 
dari pertanyaan utama penelitian tentang bagaimana proses dan mekanisme 
legislasi hukum Jināyah menjadi hukum positif di Aceh dalam sistem hukum 
Indonesia. Penelitian ini berbentuk kualitatif, menggabungkan antara 
penelitian kepustakaan (library research) dengan penelitian lapangan (field 
research). Pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan emperis, dan pendekatan 
konseptual. Proses pembentukannya memiliki landasan filosofis, sosiologis 
dan yuridis dan digabungkan dengan prosedur hukum perundang-undangan di 
negara Indonesia.9 
                                                          
8 Kamarusdiana, Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia, Ahkam: Vol. XVI, 
No. 2, Juli 2016 
9 Penerapan Ijtihād Al-Maqāsidy Al-Jamā‛iy dalam legislasi hukum jināyah di Aceh, Istinbáth Jurnal 
of Islāmic Law/Jurnal Hukum Islām ISSN 1829-6505 vol. 16, No. 1. p. 1-264 


































Reorientasi Kedudukan Qānūn No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum 
Jināyah Dalam Kaitannya Dengan Konsep Hak Asasi Manusia Menurut 
Hukum Islām Dan Barat, membahas tentang Eksistensi Qānūn Jināyah NO 6 
Tahun 2014 dI Aceh sebagai bentuk otonomi khusus dalam kaitannya dengan 
konsep hak asasi manusia internasion seharusnya menyesuaikan dengan 
implemntasi HAM Internasional, karena bagaimanapun Qānūn Jināyah Aceh 
termasuk ke dalam tatanan hukum negara Indonesia walapun berlaku khusus 
dan itu harus menyesuaikan dengan penerapan-penerpan hukum Nasional, 
dan negara Indoensia termasuk salah satu negara yang ada di dunia yang 
menyetujui terhadap penerapan HAM Internasional pada implementasi 
hukumnya.10 
 
Penerapan Sharī‛ah Islām Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem 
Hukum Nasional Indonesia, membahas tentang Penerapan syariah di 
Indonesia mempunyai akar sejarah yang sangat kuat, bahkan mendahului 
sejarah hukum Eropa itu sendiri. Sehingga apabila ada keinginan dari 
beberapa pihak untuk menerapkannya, maka bukanlah sesuatu yang 
mengadaada atau tuntutan baru yang tidak ada landasannya, akan tetapi 
memang sudah memiliki akar sejarah yang sangat kokoh seumur dengan 
bangsa ini. Oleh karenanya dalam sistem hukum nasional terbuka peluang 
untuk mengadobsi Sharī‛ah Islām menjadi hukum nasional, seperti yang 
                                                          
10 Indis Ferizal,  Reorientasi Kedudukan Qānūn No. 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jināyah Dalam 
Kaitannya Dengan Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Islām dan Barat, lēgalitē. Jurnal 
Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islām 42, Volume I. No. 02. Juli – Desember 2016M/1437H 


































sudah terealisasi yaitu Undang-Undang zakat, perkawinan, dan lain 
sebagainya. Selain itu juga membuka peluang kepada daerah untuk 
menerapkan Sharī‛ah Islām pada Peraturan-Peraturan Daerah, sehingga 
daerah-daerah dapat merealisasikan keinginan mayoritas penduduknya guna 
merealisasikan keinginan masyarakat setempat.11 
Pelaksanaan Sharī‛ah Islām Di Aceh Sebagai Bagian Kesatuan 
Wilayah NKRI, membahas tentang proses pelaksanaan Sharī‛ah di aceh. 
Proses ini mesih dalam pencarian formatnya meskipun penerapannya telah 
dilaksanakan. Ditinjau dari berbagai sudut bahwa sebenarnya pelaksanaan ini 
tidaklah mudah. Hal tersebut perku masukan dan tahapan yang harus 
dilakukan disamping harus menyesuaikan kondisi sosio kulutural 
masyarakat.12 
Implikasi Pemberlakuan Perda Sharī‛ah Terhadap Ideologi Negara 
Indonesia membahas tentang UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah, yang kemudian diamandemenkan oleh UU No. 32 tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut merubah wajah perpolitikan 
Indonesia dari sentralistik ke desentralistik. Seluruh individu dan kelompok, 
khususnya kelompok muslim marginal pada masa pemerintahan Soeharto, 
memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperjuangan penerapan 
Sharī‛ah Islām di Indonesia dengan menerbitkan berbagai Perda Sharī‛ah di 
                                                          
11  Nur Rahim Yunus, Penerapan Syariat Islām Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum 
Nasional Indonesia, Hunafa: Jurnal Studia Islāmika, Vol. 12, No. 2, Desember 2015: 253-279 
12 Syamsul Bahri,  Pelaksanaan Syariat Islām Di Aceh Sebagai Bagian Kesatuan Wilayah NKRI, 
Jurnal Dinamika Hukum, vol. 12 no. 2 Mei 2012. 


































banyak provinsi. Perda tersebut menuai pro dan kontrak bahkan 
mengkhawatirkan beberapa kalangan tentang potensi perubahan konstitusi 
dan ideologi Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi 
kualitatif yang memfokuskan pada perkembangan Perda tersebut di Indonesia 
serta menganalisis aspek perkembangan preferensi politik masyarakat 
Indonesia secara nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda 
tersebut sama sekali tidak memiliki potensi untuk merusak konstitusi dan 
idelogi Negara Republik Indonesia. Bahkan menurut penulis, masyarakat 
Indonesia sepertinya memahami perkembangan Perda Sharī‛ah sebagai 
bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia.13 
 
G. Definisi Operasional 
1) Hak Asasi Manusia 
Dalam UU no.39 thn 1999 Hak Asasi Manusia didefinisikan 
sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 
anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dihormati, dan 
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan oleh semua orang demi 
kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia 
 
 
                                                          
13 Arfiansyah,  Implikasi Pemberlakuan Perda Sharī’ah Terhadap Ideologi Negara Indonesia, Jurnal 
Ilmiah Islām Futura Vol. 15. No. 1, Agustus 2015, 20-39. 


































2) Budaya Lokal 
Budaya lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah 
bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan 
mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lain menjadi watak 
dan kemampuan sendiri. Identitas dan Kepribadian tersebut tentunya 
menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat sekitar agar tidak 
terjadi pergesaran nilai-nilai. Budaya lokal adalah salah satu sarana dalam 
mengolah kebudayaan dan mempertahankan diri dari kebudayaan asing 
yang tidak baik. 
3) Otonomi Daerah 
Otonomi daerah adalah desentralisasi wewenang dan hak setiap 
daerah dalam mengatur dan memenej daerahnya. Dengan demikian, 
dengan adanya otonomi daerah maka setiap daerah dapat membuat aturan 
sendiri tanpa harus didekte oleh pusat.  
 
4) Peraturan Daerah 
Peraturan Daerah adalah sekelompok aturan yang dibuat oleh 
pemerintah daerah berdasarkan ciri khas dan karakter daerah tersebut 
dengan tetap mengacu pada UUD 1945. Peraturan Daerah baru disahkan 
ketika adanya aturan tentang otonomi daerah, setipa kepala daerah diberi 
wewenang untuk membuat aturan khsus untuk mengatur dan memajukan 
daerah masing-masing. 
 



































Sharī‛ah adalah setiap aturan yang diturunkan oleh Allah SWT 
kepada Nabi Muhammad SAW melaluia malaikat jibril melalui al-Qur’ān 
dan hadīth. Kata Sharī‛ah secara bahasa memiliki makna; jalan menuju 
kesumber air, yakni jalan kearah sumber kehidupan. Berasal dari fi‛il 
(kata kerja) shara‛a (عرش) yang berarti menandai atau mengambar jalan 
yang jelas menuju sumber air.14 
Kata Sharī‛ah dalam literasi keislāman memiliki dua implikasi 
makna berbeda yaitu agama dan hukum Islām, kemudia seiring dengan 
perkembangan wacana keIslāman kemudia kata Sharī‛ah dikhususkan 
kepada makna yang terakhir yaitu hukuk Islām baik berupa hukum yang 
ditetapkan langsung oleh alQur’an dan hadīth, maupun yang bersumber 
dari hasil pemikiran para mujtahid (ijtihād).15 
 
 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sebagai 
konsekuensinya maka penelitian kepustakaan (library research) adalah jenis 
penelitian yang digunakan. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara 
mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat dalam buku-buku, 
                                                          
14 Nina M. Armando, Ensiklopedi Islām, Vol. 6 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 301. 
15 MKD IAIN Sunan Ampel, Studi Hukum Islām (Surabaya: IAIN SA Press, 2012), 37. 


































literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian.16 
Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah melakukan penelaahan 
terhadap Peraturan Daerah dan qonun Aceh Nomer 6 Tahun 2014. Yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah menganalisa penerapan hukum cambuk 
di Aceh dari segi konsideran hukum dan mekanisme penyusunannya. 
 
2. Pendekatan Penelitian 
Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ada empat yaitu; 
pendekatan perundang-undangan (statute aproach), pendekatan kasus (case 
aproach), pendekatan sejarah (historical aproach), dan pendekatan 
perbandingan (comparative aproach). 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga pendekatan, 
yaitu; pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan 
komperatif/perbandingan. 
Pendekatan perundang-undangan dibutuhkan dalam penelitian ini 
untuk mengatahui mekanisme pembentukan Undang-Undang, Undang-
Undang yang mengatur Qānūn Aceh serata untuk mengetahui heirarki 
perundang-undangan di Indonesia. Pendekatan sejarah dibutuhkan untuk 
melacak sejarah diberikannya hak otonomi khusus untuk Aceh serta kenapa 
budaya dan adat istiadat Aceh lebih sangat dekat dengan budaya Arab. Yang 
terakhir adalah pendekatan pemrbandingan, karena dalam penelitian ini 
                                                          
16 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2012), 13-14.  


































peneliti berupaya untuk melacak serta membandingkan antara penerapan 
Qānūn Aceh serta penerapan Undang-Undang hak asasi manusia, maka 
dibutuhkan pendekatan comparatif/perbandingan. 
 
3. Bahan Hukum 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka penelitian ini 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder Data 
sekunder dalam bidang hukum sering kali disebut sebagai bahan hukum. 
Bahan hukum dalam penelitian dikelompokkan sebagai berikut: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagaimana 
berikut: 
1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi Manusia. 
2) Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan 
Provinsi Istimewa Aceh. 
3) Qānūn Aceh No. 6 Tahun 2014. 
4) Hukum Sharī‛ah Islām 
5) Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan 
penelitian. 
 
b.Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah informasi penunjang yang 
memberikan penjelasan sebagai penguat mengenai bahan hukum primer, 


































seperti naskah akademis perundang-undangan, jurnal, hasil penelitian 
terdahulu, termasuk didalamnya adalah pendapat para pakar hukum yang 
dibukukan, makalah serta hasil seminaryang berkaitan dengan penelitian ini.  
 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier yaitu informasi yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan sebagai penunjang atau penguat terhadap bahan hukum 
primer dan sekunder, seperti kamus hukum, dan ensiklopedi 
 
4. Metode Pendekatan 
Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan 
penelitian.17 Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan   perundang-
undangan  (statute  approach), pendekatan perbandingan (comparative 
approach) dan  pendekatan sejarah (historical aproach).18 Pendekatan 
perundang-undangan dilakukan untuk meneliti tentang hukum cambuk dalam 
Perda Aceh nomer 6 Tahun 2014 dalam perspektif UU No. 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia. 
 
 
                                                          
17 Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktek, (Jakarta:  Rieneka  Cipta, 
2002), 23. 
18 Abdulkadir Muhammad, Hukum  Dan  Penelitian  Hukum,  (Bandung: PT.  Citra  Aditya  Bakti, 
2004),  113 
 


































5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Bahan  hukum  dikumpulkan  melalui  prosedur inventarisasi  dan  
identifikasi peraturan  perundang-undangan,  serta  klasifikasi  dan  
sistematisasi  bahan  hukum sesuai  permasalahan  penelitian.  Oleh  karena  
itu,  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan   dalam   penelitian   ini   
adalah   dengan   studi   kepustakaan.  
Studi kepustakaan   dilakukan   dengan   cara   membaca, menelaah,   
mencatat   membuat ulasan  bahan-bahan  pustaka yang  ada  kaitannya 
dengan hak asasi manusia, budaya lokal dan Perda Aceh nomer 6 Tahun 
2014. 
 
6. Teknik Analisis  
Kegiatan yang akan dilakukan dalam analisis bahan hukum ini adalah 
sebagai berikut:19  
a. Melakukan sistematisasi bahan hukum dengan memberikan klasifikasi 
tertentu dalam rangka memudahkan menganalisa pasal-pasal dalam suatu 
Undang-Undang ataupun kaidah hukum yang terkandung di dalam bahan 
hukum. 
b. Analisis yang digunakan dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu 
analisa terhadap bahan hukum yang berupa peraturan perundang-
undangan. 
                                                          
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2012), 126. 


































c. Secara teknis, analisis dari penelitian ini adalah berdasarkan pada sejarah 
Perda Sharī‛ah Aceh yang kemudian di analisis berdasarkan undang-
undang hak asasi manusia. 
 
I. Sistematika Pembahasan  
Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi dalam 
beberapa bab yang mempunyai sub-sub ba, dan masing-masing bab itu saling 
terkait dengan satu sama lainya sehingga membentuk rangkaian  kesatuan 
pembahasan 
Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi dari latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 
pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab Kedua, pada bab ini peneliti akan memaparkan beberapa kajian 
teori yang berkaitan dengan HAM, Budaya Lokal, dan kajian-kajian teori lain 
yang berkaitan denga tema tesis ini. 
Bab Ketiga, Bab ini berisi tentang pemaparan data yang dibutuhkan 
dalam penelitian iniyaitu data-data yang berkaitan dengan penerapan hukum 
cambuk, asas-asa perundang-undangan, dan lain-lain. 
Bab Empat, Dalam bab ini diuraikan tentang Hasil Penelitian yang 
meliputi deskripsi Ham Dan Budaya Lokal Sebagai Konsideran Hukum 
Dalam Pembentukan Dan Penerapan Hukum Cambuk Analisis Terhadap 
Perda Aceh Nomer 6 Tahun 2014, Karakteristik Responden yang menjadi 
sampel penelitian, Pengujian Hipotesis; dan Pembahasan Hasil Penelitian 


































yang dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif. 
Bab Lima, Bab ini berisi tentang pokok-pokok kesimpulan penelitian 
dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan hasil penelitian Ham Dan Budaya Lokal Sebagai 
Konsideran Hukum Dalam Pembentukan Dan Penerapan Hukum Cambuk 















































BAB II  
TINJAUAN UMUM HAK ASASI MANUSIA, OTONOMI DAERAH, BUDAYA 
LOKAL, DAN TEORI PERUNDANG-UNDANGAN 
A. Hak Asasi Manusia (HAM) 
1) Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) 
Hak asasi manusia adalah hak setiap manusia yang telah melekat 
dari sejak ia lahir. Hak tersebut dimilikinya tanpa memandang ras, agama, 
bangsa, dan gender. Dasar hak asasi manusia adalah bahwa setiap individu 
memiliki hak untuk hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat 
dengan tidak melanggar hak orang lain.  
Hak asasi manusia tidak hanya dijunjung tinggi dalam konteks 
negara, akan tetapi hak asasi manusia juga dijunjung tinggi dalam setiap 
agama termasuk agama Islām. Hal ini dibuktikan dengan sebelum 
kemunculan Islām banyak terjadi perbudakan di daerah Arab. Perbudakan 
tersebut terjadi akibat dari adanya peperangan antar kelompok sehingga 
kelompok yang kalah akan dijadikan budak oleh kelompok yang menang. 
Setelah Islām datang, praktek perbudakan semacam ini dihapuskan, secara 
bertahap sehingga pada akhirnya praktek perbudakan dapat dihilangkan. 
Hal ini menunjukkan bahwa agama Islām juga menjunjung hak asasi 
manusia sebagai makhluk tuhan yang memiliki hak yang sama. 
  


































Berabad-abad setelah kejayaan Islām kemudian terjadilah perang 
dunia yang mengakibatkan banyak korban dan menyebabkan munculnya 
perbudakan modern. Peperangan yang melibatkan negara-negara di 
berbagai belahan dunia ini mengakibatkan rusaknya moral bangsa dan 
tertindasnya kaum yang lemah dan hak-hak mereka direnggut secara paksa, 
hak-hak mereka terinjak-terinjak kenyataan inilah yang mendorong 
berbagai pihak untuk merumuskan naskah internasional yang berisi tentang 
hak asasi manusia. Usaha ini pada tahun 1948 berhasil dicetuskan dengan 
diterimanya Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan Sedunia 
tentang Hak-Hak Asasi Manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam 
Perserikatan Bangsa-Bangsa.1 
Pernyataan tersebut kemudian diimplementasikan diberbagai negara 
anggota PBB, termasuk juga Indonesia. Sebagaimana negara anggota PBB 
yang lain Indonesia menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam 
pernyataan hak asasi manusia tesebut kedalam perundang-undangan negera 
RI, baik dalam UUD 1945, Konstitusi RIS, maupun Undang-Undang dasar 
sementara 1950. Akan tetapi, hak-hak yang termaktub dalam UUD tersebut 
tidak tertuang dalam bab khusus melainkan tersebar diberbagai pasal dalam 
UUD 1945 terutama pasal 27 sampai pasal 34.2 
                                                          
1 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1980. hlm.120 Lihat juga Jimly 
Asshiddiqie., Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2005 152-162 
2 Safroedin Bahar, Hak Asasi Manusia, Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam/ABRI, Jakarta: 
Pustaka Sinar Harapan, 1996, 2. 


































Alasan mengapa hak asasi manusia tersebut tidak dimuat secara 
lengkap dalam satu bab khusus dalam UUD 1945, hal ini karena adanya 
perbedaan pendapat mengenai peran hak-hak asasi manusia terhadap bangsa 
diantara para tokoh kemerdekaan republik ini, diantaranya adalan Ir. 
Soekarno dan Moh. Hatta yang masing-masing memiliki argumen hukum 
tentang perlu tidaknya pengaturan hak asasi manusia dalam Undang-
Undang. Faktor lain yang menyebabkan tidak tercantumnya hak asasi 
manusia dalam UUD 1945 karena penyusunan Undang-Undang tersebut 
terjadi sebelum dikeluarkannya deklarasi PBB mengenai HAM.3 
UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan 
bahwa hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada 
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa 
dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, 
dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan oleh semua 
orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.4 
2) Teori Hak Asasi Manusia 
Todung Mulya Lubis berpendapat bahwa, Hak Asasi Manusia 
merupakan salah satu pilar yang harus tetap dijaga demi terciptanya 
                                                          
3 Masyhur Effendi, Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1994, 19. 
4 UU No.39 Thn 1999. 


































kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. 5 Ada banyak teori yang 
menjelaskan Hak Asasi Manusia, yaitu; 
a. Teori Kodrati 
HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala 
waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia (human 
right are rights that belong to all human beings at all times and all 
places by virtue of being born as human beings). 
Teori kodrati mengenai hak (natural rights theory) yang menjadi 
asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bermula dari teori 
hukum kodrati (natural rights theory). Teori ini dapat dirunut 
kembali jauh ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke 
zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas 
Aquinas.6 Selanjutnya, Hugo de Groot, seorang ahli hukum Belanda 
yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional”, 
mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan 
memutus asal-usulnya yang theistik dan membuatnya menjadi 
produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah, 
pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar 
pasca-Renaissans, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai 
                                                          
5 Todung Mulya Lubis, In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s New 
Order, 1966-1990, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 14-25, dalam Majda El-Muhtaj, ‘HAM, 
DUHAM & RANHAM Indonesia’, 273-274. Lihat juga dalam Mujaid Kumkelo, dkk., Fiqh H,ak 
Asasi Manusia, Intrans Publishing, Malang, 2015, 31-35. 
6 Rhona K. M. Smith, dkk., Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 12, 
dalam Mujaid Kumkelo, dkk., Fiqh H,ak Asasi Manusia, Intrans Publishing, Malang, 2015, 32. 


































teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati 
inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang 
meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 
dan ke-18.7 
b. Teori Positivisme 
Teori ini berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam 
hukum yang rill, yang dipandang sebagai hak melalui adanya 
jaminan konstitusi (rights, then should be created and granted by 
constitution, laws, and contracts). Teori atau mazhab positivisme 
ini memperkuat serangan dan penolakan kalangan utilitarian, 
dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John 
Austin. Kaum positivisme berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak 
hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum 
yang diakui adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari 
“alam” ataupun “moral”.8 
c. Teori Relativisme Budaya 
Teori ini merupakan salah satu bentuk anti-tesis dari teori hak- 
hak alami (natural rights). Teori ini berpandangan bahwa hak itu 
bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural 
terhadap dimensi kultural yang lain, atau disebut dengan 
                                                          
7Ibid. 
8 John Austin, The Province of Jurisprudence Determined, W. Rumble (ed.), (Cambridge: Cambridge 
University, 1995), first published, 1832. dalam Rhona K. M. Smith, dkk., Hukum Hak Asasi Manusia, 
(Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 14, dalam Mujaid Kumkelo, dkk., Fiqh H,ak Asasi Manusia, 
Intrans Publishing, Malang, 2015, 33. 


































imperialisme kultural (cultural imperialism). Yang ditekankan 
dalam teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial 
dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan 
perbedaan cara pandang kemanusiaan (different ways of being 
human). Oleh karenanya, penganut teori ini mengatakan, that rights 
belonging to all human beings at all times in all placeswould be the 
rights of desocialized and deculturized beings.9 
3) Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia 
Hak asasi manusia sebagiman yang telah dikemukakan oleh Rhona 
K.M Smith, memiliki tiga prinsip dasar yaitu;10 
a) Prinsip Non-Deskriminasi 
Salah satu pilar dari penegakan HAM adalah adanya perlakuan 
sama antara satu orang dengan orang lain, antara satu kelompok 
dengan kelompok lain, pilar ini yang sering dikenal dengan prinsip 
Non-deskriminasi atau pelarangan deskriminasi. Apabila prinsip ini 
tercapai maka tidak akan ada perlakuan tidak adil atau deskriminatif 
dalam kehidupan sosial. Pada dasarnya deskriminasi adalah adanya 
perbedaan perlakuan anatara dua kelompok atau perorangan yang 
seharusnya sama.11  
                                                          
9Mujaid Kumkelo, dkk., Fiqh H,ak Asasi Manusia, Intrans Publishing, Malang, 2015, 32. 
10 Rhona K. M. Smith, dkk., Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 14, 
dalam Mujaid Kumkelo, dkk., Fiqh HAM, 34. 
11 Rhona K. M. Smith, dkk., Hukum Hak Asasi, 39-40, dalam Mujaid Kumkelo, dkk., Fiqh HAM, 37-
38. Lihat Pasal 1 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
(CRC). 


































Prinsip non-deskriminasi ini merupakan poin penting dalam 
pengaplikasian dasar-dasar HAM. Dalam hal ini, diskriminasi 
memiliki dua bentuk, yaitu: 
1. Diskriminasi langsung, yaitu perlakuan berbeda yang diterima 
seseorang atau kelompok secara langsung (less favourable).  
2. Diskriminasi tidak langsung, yaitu perlakuan berbeda yang 
diterima seseorang dikarenakan dampak dari implementasi 
hukum atau kebijakan yang pada dasarnya tidak ditujukan untuk 
mendikotomi suatu individu atau kelompok. Misalnya, hak waris 
dalam hukum fiqh Islām atau hak dan kewajiban perempuan di 
daerah yang menerapkan sepenuhnya ajaran Sharī‛ah. 
Kemudian deskriminasi ini mengalami perluasan makna dari sisi 
cakupan dan indikator, indikator deskriminasi lebih melekat 
pada urusan sara, seperti warna kulit, ras, bahasa, nasionalitas, 
kebangsaan, dan bahkan agama. Permasalahan deskriminasi ini 
juga meluas pada ranah orientasi seksual, umur, dan disabilitas.12 
b) Prinsip Kesetaraan (equality) 
Hal yang paling utama dalam Hak Asasi Mnusia adalah 
terciptanya kesetaraan dalam setiap lapisan masyarakat, kesetaraan 
merupakan bagian yang fundamental dalam prinsip Hak Asasi 
Manusia. Kesetaraan adalah terciptanya perlakuan yang sama dimana 
                                                          
12 Rhona K. M. Smith, dkk., Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hkm. 
39-40, dalam Mujaid Kumkelo, dkk., Fiqh H,ak Asasi Manusia, Intrans Publishing, Malang, 2015, 32. 


































setiap elemen masyarakat dalam setiap situasi harus diperlakukan 
secara sama tidak boleh tebang pilih, namun pada situasi tertentu 
dengan sedikit perdebatan diperlakukan secara berbeda, namun tetap 
dalam koridor kesetaraan yang dimaksud. Kesetaraan juga dianggap 
sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan yang 
dimaksud dapat dijumpai dalam beberapa urusan yang bersifat 
nasional ataupun internasional kesetaraan di depan hukum, 
kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, 
kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair dan lain-lain 
merupakan hal penting dalam hak asasi manusia.13 
  Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang 
berbeda dan diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini 
terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus 
menerus walaupun standar hak asasi manusia telah meningkat. Oleh 
karena itu, penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna 
mencapai kesetaraan. 
Perkembangan gagasan hak asasi manusia memunculkan 
terminologi baru, yaitu diskriminasi positif (affirmative action). 
Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memerlakukan secara 
lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili, seperti adanya 
kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Contoh lain, 
                                                          
13 Eva Brems, Human Rights: Universality and Diversity, (London: Martinus Nijhoff Publishers, 
2001), 14, dalam Eko Riyadi, dkk.,Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia, 14, dalam Mujaid 
Kumkelo, dkk., Fiqh H,ak Asasi Manusia, Intrans Publishing, Malang, 2015, 36. 


































dapat berupa mengizinkan perempuan untuk diterima dibanding laki-
laki dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar, hanya 
dengan alasan lebih banyak laki-laki yang melamar dilowongan 
pekerjaan tersebut. Beberapa negara mengizinkan masyarakat adat 
untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan kebijakan- 
kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara lebih 
(favourable) dibandingkan dengan orang-orang non-adat 
lainnyadalam rangka untuk mencapai kesetaraan.  Pasal 4 CEDAW 
dan 2 CERD adalah contohnya. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa 
tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran 
tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Namun, ketika kesetaraan 
telah tercapai. Maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan lagi.14 
c) Prinsip kewajiban positif setiap negara 
Prinsip kewajiban positif setiap negara bertujuan untuk 
melindungi hak-hak tertentu. Dalam HAM internasional, suatu 
negara diharuskan memperhatikan dan melindungi hak-hak dan 
kebebasan-kebebasan yang berlaku di dalam negara tersebut, sebuah 
negara harus dapat memastikan hak dan kebebasan seluruh 
bangsanya, tidak boleh terlalu mengekang warga negaranya seperti 
apa yang dterapkan pada negara-negara diktator. Misalnya kebebasan 
berekpresi, setiap warga harus diberi hak yang sama dalam 
                                                          
14 Rhona K. M. Smith, dkk., Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hkm. 
39-40, dalam Mujaid Kumkelo, dkk., Fiqh H,ak Asasi Manusia, Intrans Publishing, Malang, 2015, 37. 


































mengeluarkan ekspresinya baik bersifat mengkritik atau mendukung 
terhadap pemerintahan yang ada, akan tetapi kebebasan berekpresi 
tersebut masih tetap dalam batasan-batasan yang tidak boleh 
dilanggar. Kebebasan untuk hidup misalnya, negara harus 
memberikan pendekatan yang aktif kepada seluruh warga negaranya 
tidak boleh menggunakan pendekatan pasif. Suatu negara diharuskan 
membuat suatu aturan istimewa untuk mencegah terjadinya 
peembunuhan baik yang dilakukakan warga negaranya sendiri 
ataukah oleh orang luart negaranya, dengan demikina negara haruslah 
sangat proaktif dalam menghargai hak hidup  dan tidak boleh 
bersikap pasif.15  
4) Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Islām 
Merujuk pada pembagian yang dilakukan oleh Imam Al Ghozali, 
Masdar Farid Mas’udi berpendapat bahwa ada lima prinsip yang harus 
dipenuhi agar setiap manusia yang hidup memeperoleh hak yang sama dan 
dapat menjalani kehidupannya dengan aman dan tentram. Lima prinsip ini 




a. Hak perlindungan jiwa atau hidup (hifz̩u al nafs) 
                                                          
15 Andrey Sujatmoko, Sejarah, Teori, Prinsip, dan Kontroversi HAM, Yogayakarta, 2009, 9. 
16 Al Ghozali, al Mushtasyfa, Bairut, Lebanon 2015.  


































Perlindungan jiwa atau hifz̩u al nafs merupakan pondasi pertama 
dan utama dalam kelangsungan hidup setiap individu, dengan adanya 
hak perlindungan jiwa ini manusia akan lebih merasa tenang dalam 
menjalani kehidupannya. Dalam Hukum Islām hak ini 
terimplementasikan dalam hukum qis̩as̩ dimana jika seseorang 
membunuh seseorang maka harus juga dibunuh, dan jika dia melukai 
orang lain maka dia harus dilukai dengan luka yang sama dengan 
korbannya.   
b. Hak perlindungan keyakinan atau agama (hifz̩u al dīn) 
Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memeluk agama yang 
diyakininya, karena tidak ada paksaan dalam agama, sebagaimna hal ini 
ditegaskan dalam alquran surah Al Baqoroh ayat 256.  
 ِداقا ف ِنللَِّاب ْنِمْؤ ُياو ِتوُغانطلِاب ْرُفْكاي ْناماف  ِياغْلا انِم ُدْشُّرلا ا نيَّا با ت ْداق ِني  ِدلا فِ اهاارْكِإ الَ
 ُعْلِاب اكاسْماتْسا ٌميِلاع ٌعي ِاسَ ُ نللَّااو ااالَ امااصِفْنا الَ ىاق ْثُوْلا ِةاوْر 
Tidak ada paksaan dalam beragama, sungguh telah jelas jalan yang 
benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang 
ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah maka 
sesunguhnya ia telah berpegang kepada buhuk tali yang amat kuat 
yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar dan maha 
mengetahui (QS. Al Baqoroh .256) 
 
Ayat ini menjelaskan bahwa tidak boleh memaksa seseorang untuk 
memeluk suatu agama, karena telah jelas antara yang hak dan yang 
batil. Hal ini sejalan dengan prinsip HAM yang ditawarkan oleh Iman 


































Ghozali, bahwa setiap orang memiliki hak untuk memluk agama yang 
diyakininya dan tidak boleh diintervensi. 
Setiap warga negara memiliki hak untuk dilindungi keyakinannya, 
agama adalah persolan keyakinan oleh karenanya tidak ada yang 
mengganggu atau mendikte keyakinan orang lain  untuk mengikuti 
keyakinannya, termasuk sebuah negara tidak punya hak untuk memaksa 
setiap warga negaranya untuk memiiki keyakinan dan agama yang 
dianut oleh sistem negara tersebut. Dengan demikian, perlindungan 
keyakinan adalah kebebasan setiap warga negara untuk menganut 
agama yang diyakininya. 
c. Hak Perlindungan Akal pikiran (hifz̩u al ‛aql) 
Di Indonesia hak perlindungan terhadap akal pikiran ini tertuang 
ke dalam perangkat hukum yang mengatur tentang narkoba, minuman 
keras, dan benda-benda lainnya yang dapat menggaggu kinerja akal. 
Dalam dunia Islām, orang yang berani mengkonsumsi benda semacam 
ini hukumnya adalah di had. Namun pengembangan daripada hak 
perlindungan akal pikiran ini adalah, setiap warga negara diberikan 
kebebasan untuk berpendapat dan mengkritik pemerintahan senyampang 




d. Perlindungan Hak Milik (hifz̩u al mal) 


































Hukum potong tangan bagi para pencuri harta yang sudah sampai 
nis̩ab minimal adalah bentuk implementasi dari hak perlindungan harta, 
dengan adanya perangkat hukum yang mengatur hak kepemilikan maka 
setiap individu dapat menyimpan dan menggunakan tanpa khawatir 
bahwa hartanya akan diambil alih orang orang lain dengan cara apapun. 
e. Hak berkeluarga dan memperoleh keturunan (hifz̩u al nasl) 
Harga diri dan kehormatan merupakan dua hal yang sangat 
dijunjung tinggi oleh setiap makhluk Allah yang sudah berpradaban, 
menjaga harga diri dan keturunan sama pentingnya dengan menjaga 
jiwa. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang bertikai sampai 
meregang nyawa hanya untuk mepertahankan kehormatan masing-
masing. Salah satu bentuk perangkat Hukum Islām yang tertuang dalam 
fiqh yang berfungsi menjaga kehormatana seseorang adalah hukuman 
qadhf, yaitu hukuman bagi seseorang yang menuduh perempuan baik-
baik berzina dan tidak disertai bukti kuat. Kemudian disharī‛ahkannya 
masa ‛iddah bagi perempuan yang bercerai dengan suaminya, ini 
bertujuan untuk mebersihkan rahim dari sperma suami yang pertama, 
sehingga ayah biologis dari anak yang lahir diapat diketahui secara pasti 
dan jelas. 


































Secara ringkas HAM dalam pandangan Hukum Islām dapat 
disimpulkan ke dalam empat poin penting yaitu;17 
1. Al Musāwah (kesetaraan), manusia memiliki derajat yang sama 
dihadapan tuhan, yang membedakan hanyalah tingkat ketaqwaan 
manusia tersebut, persoalan warna kulit, ras, keuturunan, dan lain 
sebagainya sama sekali tidak menjadi pertimbangan dalam 
penarapan hukum, semuanya harus diperlakukan sama dihadapan 
hukum. 
2. Al Hurriah (kebebasan personal), setiap individu diberikan 
kebabasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, tidak boleh ada 
yang memaksanya, termasuk dalam urusan agama, manusia 
memiliki kebebasan untuk memilih agama yang diyakininya. 
3. Salāmat al nafs (keselamatan jiwan), yaitu jaminan keselamatan 
yang diberikan pemerintah terhadap warga negaranya atas 
kesalamatan jiwanya, baik dia berada di negaranya sendiri ataukah 
sedang berada di luar negeri.  Sebagaimana firman Allah dalam 
surah Al Mā’idah; 
                                                          
17 Riffat Hassan, “Religious Human Rights and Qur’an”, Emory International Law Review, vol. 10, 
no. 1, (Spring, 1999), 85, dalam Ahmad Nur Fuad, dkk., Hak Asasi Manusia, 47, dalam Mujaid 
Kumkelo, dkk., Fiqh HAM, 50. 


































 فِ ٍدااساف ْواأ ٍسْفا ن ِْيْاِغب اًسْفا ن الاتا ق ْنام ُهنناأ الِيئاارْسِإ ِنِاب ىالاع اان ْ بات اك اكِلاذ ِلْجاأ ْنِم
 ْمُه ْتاءااج ْداقالاو اًعي ِاجَ اسانلا اايْحاأ ااننَّاأاكاف ااهاايْحاأ ْناماو اًعي ِاجَ اسانلا الاتا ق ااننَّاأاكاف ِضْراْلْا 
 انُلُسُر انوُِفرْسُمال ِضْراْلْا فِ اكِلاذ ادْعا ب ْمُه ْ نِم ًايِْث اك ن ِإ نُثُ ِتاان ِيا بْلِاب ا 
Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israil, 
bahwa: baragsiapa yang membunuh seorang manusia bukan karena 
orang itu (membunuh orang lain), atau bukan karena membuat 
kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh 
manusia seluruhny. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang 
manusia, maka seolah-oleh dia telah memelihara dia telah 
memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Dan sesunggunya telah 
datang kepada mereka rosul-rosul kami dengan (membawa) 
keterangn-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka 
sungguh telah melampaui batas di muka bumi. (QS. Al Mā’idah 32). 
 
Ayat ini menjelaskan dosa bagi seseorang yang membunuh orang 
lain dengan sengaja dan tanpa alasan yang dibenarkan Sharī‛ah maka 
seakan-akan orang tersebut diberi dosa seperti membunuh dosanya 
orang yang membunuh seisi alam semesta ini, begitu juga sebaliknya 
jika seseorang menghargai dan menjaga keselamatan jiwa orang lain dia 
diberi pahala layaknya menjaga seluruh isi alam semesta ini. Sungguh 
sangat jelas dari kandungan ayat ini bahwa keselamatan sesama manusia 
sangat mahal harganya. 
4. Al ‛Adālah (keadilan), poin yang terakhir ini mirip dengan poin yang 
pertama, dalam sila kelima ditegaskan “keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat indonesia”, sila ini menggambarkan bahwa suatu bangsa 
khususnya bangsa Indonesia dibangun di atas dasar keadilan bagi 


































seluruh bangsanya, mereka harus diperlakukan adil dalam menerima 
hak dan kewajibannya, tidak boleh dibedakan antara si kaya dan si 
miskin, antara putra pejabat dan putra petani, begitu seterusnya. 
Prinsip keadilan ini sesuai dengan firman Allah dal surah Al-A‛raf: 
  اني  ِدلا ُهال ايَِّصِلُْمُ ُهوُعْدااو ٍدِجْسام  ِلُك ادْنِع ْمُكاهوُجُو اوُميِقاأاو ِطْسِقْلِاب  ِبّار اراماأ ْلُق
 انوُدوُعا ت ْمُكاأ اداب ا اماك 
Katakanlah “tuhanku menyuruh menjlankan keadilan”. Dan 
(kataknalah): “luruskanlah muka (diri) mu di setiap sembahyang dan 
sembahlah Allah dengan mengikhlashkan ketaatanmu kepadanya 
sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan 
(demikian pulalah kamu akan kembali kepadanya)”. (QS. Al-A’raf 
29) 
 
 Dan firman Allah pada surah Al Hadīd 
 
 ُر اانْل اسْراأ ْداقال ِطْسِقْلِاب ُسانلا اموُقا ِيل اناازيِمْلااو ابااتِكْلا ُمُهاعام اانْلاز ْناأاو ِتاان ِيا بْلِاب اانالُس 
 
Sesungguhnya kami telah mengutus rosul-rosul kami dengan 
membawa bukti-bukti yang nyata yang telah kami turunkan 
bersama mereka Al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia 
dapat melaksanakan keadilan. (QS. Al-Hadīd 25). 
 
 
Dua ayat di atas menjelaskan pentingnya asas kesamaan bagi 
seluruh rakyat suatu negara, agar mereka mendapatkan perlakuan yang 
sama dihadapan hukum. Salah satu tujuan Allah mengutus para utusan ke 
muka bumi ini adalah dalam rangka menghapuskan dikotomi sosial antara 
perempuan dan laki-laki, budak dan orang merdeka, orang kaya dan orang 


































miskin. Islām datang untuk menghapuskan itu semua dari muka bumi untuk 
menciptakan manusia yang lebih beradab. 
Diantra keempat dasar ajaran dalam Islām tersebut di atas, yang 
paling prinsip adalah al musāwah bayna al nas (kesetaraan di anatara 
manusia). Hukum yang diberlakukan harus didasarkan pada asas kesetaraan 
sehingga tidak ada orang yang merasa didiskreditkan, akan tetapi standar 
kesamaan menurut Islām belum sama dengan standar kesamaan yang di 
anut oleh HAM internasional, terkadang apa yang menurut Islām sudah 
setara akan dalam pandangan HAM internasional bukanlah suatu yang 
sama, misalnya saja dalam hal waris dan berhijab, banyak orang yang 
berkomentar bahwa hal ini adalah sebuah bentuk ketidakadilan bagi 
perempuan, tidak hanya disini, masih banyak sekali Hukum Islām yang 
menurut HAM internasional bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. 
 Syeikh Abd Wahab Kholaf mengatakan bahwa prinsip kesamaan di 
anatara manusia ini adalah shi’ar Islām yang paling esensial.18 karena 
prinsip inilah yang menarik banyak cendekiawan-cendekiawan dunia 
tertarik untuk mempelajari dan mendalamai agama Islām.  
5) Undang-Undang Hak Asasi Manusia 
UU No. 39 pasal 4 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat 
sekitar sepuluh bagian yaitu; Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak 
kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
                                                          
18 Abdul Wahhab Khallaf, Al-Siyasah Al-Syar’iyyah, terj. Zainuddin Adnan, Politik Hukum Islām, 
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 45. 


































diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan 
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.19 
Pasal-pasal ini mengandung semua perangkat hukum yang mengatur Hak 
Asasi Manusia baik bersifat individu ataupun bersifat kelompok.  
6) Macam-Macam Hak Asasi Manusia 
Hak asasi manusia ditinjau dari segi cakupannya terhadap hak warga 
negara terbagi ke dalam enam bagian sebagai berikut;20 
a. Hak asasi pribadi (personal rights) 
1. Hak kebebasan untuk berpindah tempat, bergerak, dan 
melakukan perjalanan/bepergian. 
2. Hak untuk mengeluarkan pendapat. 
3. Hak memilih dan aktif di organisasi kemasyarakatan. 
4. Hak memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai dengan 
keyakinannya masing-masing. 
b. Hak asasi politik (politcal rights) 
1. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. 
2. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. 
3. Hak untuk mendirikan partai politik dan organisasi politik. 
4. Hak untuk mengajukan suatu usulan petisi. 
c. Hak asasi hukum (legal equality rights) 
                                                          
19 UU HAM No.39 Tahun 1999 
20 Masyhur Effendi, Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta: Ghalia 
Indonesia. 1994, 53. 


































1. Hak untuk mendapatkan hukum yang sama dalam hukum dan 
pemerintahan. 
2. Hak untuk menjadi negeri sipil (PNS). 
3. Hak untuk mendapat layanan dan perlindungan hukum. 
d. Hak asasi ekonomi (property rights) 
1. Hak kebebasan melakukan jual beli. 
2. Hak mengadakan perjanjian kontrak. 
3. Hak melakukan sewa-menyewa dan hutang-piutang dll. 
4. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. 
5. Hak mendapat pekerjaan yang layak. 
e. Hak asasi peradilan (procedural rights) 
1. Hak untuk mendapat pembelaan hukum di pengadilan. 
2. Hak persamaan dalam perlakuan pengeledaan, penangkapan, 
penahanan dan penahanan di mata hukum. 
f. Hak asasi sosial budaya (social culture rights) 
1. Hak menentukan, medapatkan dan memilihi pendidikan. 
2. Hak mendapatkan pengajaran. 
3. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai bakat dan 
minat.  
B. Budaya Lokal 
1) Pengertian Budaya Lokal 
Budaya lokal merupakan identitas atau kepribadian budaya sebuah 
bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan 


































mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain menjadi 
watak dan kemampuan sendiri. Agar tidak terjadi pergeseran nilai di antara 
masyarakat setempat, maka diperlukan adanya harmonisasi yang bagus 
antara identitas dan kepribadian budaya terebut dengan watak dan karakter 
masyarakat. Budaya lokal adalah salah satu sarana dalam mengolah 
kebudayaan dan mempertahankan diri dari kebudayaan asing yang tidak 
baik. Budaya loka adalah benteng terakhir untuk mempertahankan budaya 
warisan nenek moyang agar tetap tetap menjadi hazanah yang turun 
temurun sampai pada anak cucu masyarakat setempat. 
Definisi lain menyebutkan bahwa budaya lokal adalah pandangan 
hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang 
berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab 
berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa 
asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (local wisdom) 
atau pengetahuan setempat (local knowledge) atau kecerdasan setempat 
(local intelegence) 21. Berbagai strategi dilakukan oleh masyarakat setempat 
untuk menjaga kebudayaannya.  Hal senada juga diungkapkan oleh Alfian 
Magdalia, dia mengartikan budaya lokal sebagai pandangan hidup dan 
pengetahuan serta sebagai strategi kehidupan yang berwujud aktifitas yang 
                                                          
21 Fajarini,Ulfah, Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter. Jurnal Sosio Didaktika; 2014, 
Vol.1, No.2. (http://journal.uinjkt,ac,id/SOSIO- FITK/article/viewFile/1225/1093). 


































dilakukan oleh masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan mereka22. 
Berdasarkan pendapat Alfian itu dapat diartikan bahwa budaya lokal 
merupakan adat dan kebiasan yang telah mentradisi dilakukan oleh 
sekelompok masyarakat secara turun temurun yang hingga saat ini masih 
dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat hukum adat tertentu di 
daerah tertentu. Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa local 
wisdom (budaya lokal) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat 
local yang bersifat bijaksana, penuh budaya, bernilai baik, yang tertanam 
dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.  
Istiawati berpendapat bahwa budaya lokal merupakan cara orang 
bersikap dan bertindak dalam menghadapi perubahan lingkungan fisik dan 
budaya. Suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan 
berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat dari yang 
sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai dengan yang profan 
(bagian keseharian dari hidup dan sifatnya biasa-biasa saja)23.  
Budaya lokal atau local wisdom dapat juga dipahami sebagai gagasan-
gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh budaya, bernilai baik, yang 
tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.  Budaya lokal menurut 
Ratna adalah komponen pengerat antara masyarakt yang berbentuk 
kebudayaan, melalui kebudayaan ini masyarakat akan saling menghargai dan 
                                                          
22 Alfian, Magdalia.. “Potensi Kearifan lokal dalam Pembentukan Jati Diri dan Karakter 
Bangsa”.Jurnal (2013), lihat juga Prosiding The 5 thn ICSSIS; “Ethnicity and Globalization”, di 
Jogyakarta pada tanggal 13-14 Juni 2013. 
23 Novia Fitri Istiawati, Pendidikan Karakter Berbasis Niali-Nilai Kearifan Local Adat Ammatoa 
Dalam Menumbuhkan Karakter Konservasi. 2016, e-ISSN. 10 (1). 5 


































membentuk siklus kekeluargaan yang hangat dan jiwa sosial yang dipenuhi 
dengan nuansa kekerabatan. Budaya lokal dapat didefinisikan sebagai suatu 
budaya yang diciptakan oleh orang-orang di daerah tersebut melalui proses 
yang berulang-ulang, melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan 
budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan 
pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat.24 
 
C. Pembagian Urusan Pemerintahan 
Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia diatur dalam pasal 10-18 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam 
pasal 10 ayat (1) bahwa “Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang oleh Undang-
Undang ini di tentukan menjadi urusan Pemerintah. Berdasarkan pasal tersebut 
dapat dikatakan bahwah Pemerintah Daerah dalam pemerintahannya 
menjalankan otonomi seluas-luasnya berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pembantuan (pasal 10 ayat (2)). Pembagian urusan pemerintah ini di bagi 
menjadi tiga asas,yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 
Terkait dengan pelaksanaan otonomi ada beberapa hal yang menjadi urusan 
dari pemerintah Pusat, hal ini tercantum dalam pasal 10 ayat (3) yaitu: 
a. Urusan politik luar negeri 
b. Pertahanan 
                                                          
24 Nyoman Kutha Ratna, Metode Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial  Humaniora pada 
Umumnya. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2011, 94. 




































e. Moneter dan fisikal 
f. Agama 
Konsekuensi dari hak mengatur dan mengurus rumah tangga atas inisiatif 
sendiri, maka kepala pemerintahan lokal yang berhak mengatur dan mengurus 
rumah tangga sendiri perlu dilengkapi dengan alat pelengkapan daerah yang 
dapat mengeluarkan peraturan-peraturannya. Yakni Peraturan Daerah. 
Keberadaan Peraturan Daerah merupakan condition sine quanom (syarat 
mutlak/syarat absolute) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi 
tersebut. Perda harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam 
melaksanakan urusan-urusan didaerah. disamping itu juga Perda harus dapat 
memberikan perlindungan hukum bagi rakyat daerah.25 Kewenangan dalam 
membentuk Peraturan Daerah berlandaskan pada pasal18 ayat (6) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan 
“Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan 
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.26 
1) Otonomi Daerah 
Sentralisasi pembangunan yang diatur langusng oleh Pemerintah 
Pusat selama 32 tahun orde baru berkuasa bayak menimbulkan kesenjangan 
di beberapa daerah di Indonesia, pembangunan yang tidak merata 
                                                          
25 Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif, (Yogya karta: Kreasi 
Total Media, 2007), Cet. Ke 1, 18. 
26 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu 1945 Pasal 18. 


































menyebabkan ketimpangan ekonomi. Banyak daerah yang sudah maju 
secara infrastruktur sehingga mudah melakukan transaksi jual beli, namun 
banyak juga daerah yang mengalami keterlambatan pembangunan 
infrastruktur sehingga kesulitan untuk mengembangkan dan membangun 
ekonomi. 
Hal tersebut yang kemudian mendorong para Pemerintah Daerah 
mengajukan usulan untuk diberlakukan desentralisasi pemerintahan attau 
otonomi daerah agar setiap daerah memiliki keleluasaan dalam mengatur 
dan mengolah daerahnya baik dari segi pembangunan, pemerintahan, 
perekonomian, dll.  
Otonomi diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam arti luas 
Otonomi berarti berdaya. Maka otonomi daerah adalah wewenang yang 
diberikan kepada setiap kepala daerah untuk membuat keputusan dan aturan 
yang mandiri dan berdaya untuk memajukan dan kepentingan daerahnya 
sendiri.27 Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5, 
pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
Ketentuan otonomi daerah telah diatur dalam Undang-Undang 
No.32 Tahun 2004 sehingga setiap daerah yang akan menerapkan otonomi 
                                                          
27Ubeidilah,dkk,  Demokrasi, HAM,dan Masyarakat Madani,,Jakarta ,Indonesia Center for 
CivicEducation, 2000, 170. 


































daerah tetap harus mengacu pada ketentuan tersebut dan tidak bisa 
seenaknya menentukan aturan sendiri tanpa memperhatikan Undang-
Undang sama sekali. Tentang apa saja kewenangan, hak, dan kewajiban 
daerah semuanya telah diatur dan harus mengacu pada Undang-Undang. 
Pelaksanaan otonomi daerah ada tiga ajaran yang harus diperhatikan 
oleh setiap daerah otonom, yaitu; ajaran rumah tangga materil, ajaran rumah 
tangga formal, dan ajaran rumah tangga riil. Masing-masing dari tiga ajaran 
ini memiliki fungsi khusus yang mengatur penyusunan peraturan yanga 
akan diterapkan di suatu daerah. Ajaran rumah tangga materiil adalah suatu 
sistem Undang-Undang yang telah diperinci yang mengatur penyerahan 
wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan 
demikian, semua kebijakan dan kewajiban daerah tidak boleh keluar dari 
aturan dan Undang-Undang yang telah diperinci itu. Rasio dari penyerahan 
wewenang ini adalah adanya perbedaan tugas yang azas dalam menjalankan 
roda pemerintahan dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat daerah antara pusat dan daerah-daerah otonom. Jika ditelaah 
dengan seksama maka akan sangat jelas bahwa hak otonom yang dimiliki 
setiap daerah bersifat terbatas, daerah bersangkutan tidak dapat melakukan 
sesutu yang tidak termaktub dalam Undang-Undang pembentukannya. 
Semua langkah daerah tersebut harus tetap mengacu pada Undang-Undang 


































tersebut dan tidak bisa secara leluasa mengaplikasikan seluruh inisiatifnya 
begitu saja tanpa mengacu pada aturan yang telah ditentukan. 28 
2) Otonomi Daerah Istimewa Aceh 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang 
penyelegnggaraan daerah istimewa Aceh, provinsi Aceh diberikan 
keistimewaan dalam pendidikan, Adat, dan Ulama dalam membangun 
Aceh.29 Hal ini juga diatur dalam UU Nomor 18 tahun 2001 tentang 
otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi 
nanggroe Aceh darussalam.30  
Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 ini menitikberatkan otonomi 
khusus kepada Provinsi Naggroe Aceh Darusslam dan dilaksanakan oleh 
kabupaten atau kota atau pilihan nama lain yang dipilih secara proporsional. 
Kekhususan ini adalah kesempatan berharga yang diberikan kepada Aceh 
untuk melakukan penyesuaian dalam pembentukan struktur, susunan, 
penamaan dan pembentukan pemerintahan di tingkat lebih bawah yang 
sesuai dengan tujuan dan semangat masyarakat Aceh. Hal ini kemudian 
diatur dalam Peraturan Daerah yang disebut dengan Qānūn. 31 
Qānūn Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan 
Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hukum yang terdapat dalam 
Qānūn tersebut diberikan wewenang untuk mengenyampingkan peraturan- 
                                                          
28  Lihat jurnal oleh Yoyon Bahtiar Irianto, Ajaran Tentang Luas Dan Isi Otonomi Daerah. Hal 1. 
29 UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh 
30 UU Nomor 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Aceh Darussalam. 
31 Lihat penjelasan UU Nomor 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Aceh Darussalam. 


































peraturan yang lain asalkan harus memnuhi asas lex specialist derogaat lex 
generalis. Disamping itu, Mahkamah Agung berwenang melakukan uji 
materiil terhadap Qānūn. Yang dimaksud dengan pemberian otonomi 
khusus terhadap Aceh sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini, 
pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan kontroling dan 
memberikan fasilitas serta mengoptimalkan perannya dalam rangka 
mewujudkan pelaksanaan. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Pada dasarnya pemberian hak otonomi khusus kepada Aceh telah 
melewati proses yang sangat panjang. Sebagaimana yang telah disampaikan 
oleh Yohanes Anton Raharusun sebagai berikut; 
“Disebut sebagai perjuangan “melawan arus” dalam bingkai NKRI, 
memakan waktu yang lama, dan sangat melelahkan bagi pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah. Tidak hanya itu, kebijakan otonomi 
khusus (special autonomy) atau kerap disebut “asymmetris 
decentralization”, dimana diberikannya kewenangan yang besar di 
bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya kepada daerah merupakan 
barang baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia melalui 
kebijakan otonomi daerah”.33  
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 
Daerah menjelaskan bahwa setiap daerah yang memiliki hak otonomi 
khusus diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
rumah tangganya sendiri tapi  harus sesuai dengan peraturan perundang-
                                                          
32Lihat penjelasan UU Nomor 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Aceh Darussalam.  
33 Yohanis Anton Raharusun, Daerah Khusus dalam Perspektif NKRI, Jakarta: Konstitusi Press, 2009, 
65. 


































undangan yang lebih tinggi, tujuannya adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di Aceh. .34 
Pelimpahan Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh 
menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah memberikan harapan 
dan membuka peluang untuk tumbuhnya kreatifitas, diskresi dan kebebasan 
bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat Aceh pada 
umumnya Untuk menemukan kembali indentitas diri dan membangun 
wilayahnya. Kesempatan ini mendapatkan respon positif dari rakyat Aceh 
dan sebagian besar dari anggota pemerintahan. Hal semacam ini sangat di 
butuhkan untuk menghapus luka lama yang telah diwariskan oleh 
pemerintah orde baru.35 
D. Teori Perundang-Undangan 
1) Hierarki Perundang-Undangan 
Bagir Manan dalam pendapatnya yang mengutip dari P.J.P tentang 
wet inmateriele zin melukiskan pengertian Perundang – undangan dalam 
arti materil yang esensinya anatara lain sebagai berikut.36 
a. Peraturan Perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena 
merupakan keputusan tertulis, Peraturan Perundang-undangan sebagai 
kaidah hukum tertulis (geschrevenrecht,written law) 
                                                          
34 Pasal 2 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 
35 Al Yasa’ Abu Bakar, Jurnal Hukum Pidana Islām Di NAD, Banda Aceh: Dinas Sharī‛ah Islām 
Provinsi Nagroe Aceh Darussalam, 2006. 
36 Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif, (Yogya karta: Kreasi 
Total Media,) 2007, Cet. Ke 1, 5. 


































b. Peraturan Perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan 
jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat 
“peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (algemeen) 
c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak 
dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum 
hanya menunjukkan bahwa Peraturan Perundang-undangan tidak 
berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu. 
Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah 
perundang-undangan (legislation, wetgeving, atau gezetzgebbung) 
mempunyai dua pengertian :37  
a. Perundang-Undangan merupakan proses pembentukan atau proses 
membentuk Peraturan-Peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun 
ditingkat daerah. 
b. Perundang-undangan adalah segala Peraturan Negara, yang merupakan 
hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun di 
tingkat daerah.  
Menurut H. Soehino pengertian istilah perundang-undangan sebagai 
berikut : 38 
a. Berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan – peraturan 
perundangan Negara dari jenis dan tingkat tertinngi yaitu undnag-
                                                          
37 Ibid. 
38 Ibid. 


































undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau 
delegasi dari kekuasaan perundang – undangan. 
b. Berarti keseluruhan produk peraturan- peraturan perundangan tersebut. 
Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan 
disebutkan pada  pasal 1 ayat (2) Undang – undang dasar Republik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan 
perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh 
lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.39 
Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 
dinyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai 
berikut :40 
a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang 
c. Peraturan Pemerintah 
d. Peraturan Presiden 
e. Peraturan Daerah 
2) Asas-asas Perundang-Undangan 
Pada umumnya terdapat berbagai asas-asas hukum umum atau 
prinsip hukum (general printciples of law) harus diperhatikan dan 
diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:41 
                                                          
39 Ibid. 
40 Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan 
Peraturan PerUndang-Undangan Pasal 7. 


































a) Asas lex superiot derogate legi inferiori, yaitu peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya 
daripada peraturan perundang- undangan yang lebih rendah dan 
sebaliknya.  
b) Asas lex specialis derogate legi generali, yaitu peraturan perundangan-
undangan khusus didahulukan berlakunya daripada peraturan 
perundang-undangan yang umum.   
c) Asas lex posterior derogate legi priori, peraturan perundang-undangan 
yang baru didahulukan berlakunya dsripada yag terdahulu. 
d) Asas lex neminem cogit ade impossobilia, yaitu peraturan perundang-
undangan yang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu 
yang tidak mungkin dilakukan atau disering disebut sebagai asas 
kepatutan.  
e) Asas lex perfecta, yaitu peraturan perundang-undangan tidak saja 
melarang suatu tindakan tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu 
batal.  
f) Asas non retroactive, yaitu peraturan perundang-undangan tidak 




                                                                                                                                                                     
41 Hasyimzoem Yusnani, M Iwan satriawan, Ade Arif Firmansyah, dan Siti Khoiriyah,  Hukum 
Pemerintahan Daerah, Jakarta:Rajawali Pers, 2017, 57. 



































IMPLEMENTASI HUKUM CAMBUK DALAM PERDA SHARĪ‛AH  
DI ACEH NOMER 6 TAHUN 2014 
 
A. Qānūn Aceh dalam Sistem Pemerintahan 
1) Kedudukan Qānūn dalam Sistem Pemerintahan 
Pengertian Qānūn dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal 
dengan nama: Qānūn, yang artinya adalah : Undang-Undang, Peraturan, 
kitab Undang- Undang, Hukum dan Qā‛idah.1 Adapun pengertian Qānūn 
menurut kamus Bahasa Arab adalah: Undang-Undang, kebiasaan atau adat.2 
Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Qānūn adalah : suatu 
peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu 
daerah (dalam hal qnini di NAD).  
Bagi masyarakat Aceh penyebutan Qānūn telah digunakan sejak 
dulu dan telah turun menurun, aturan hukum yang dikeluarkan kerajaan 
ataupun adat setempat oleh masyarakat Aceh juga disebut Qānūn. 
Penyebutan Qānūn bagi masyarakat Aceh merupakan sebuah kultur dan 
budaya yang melekat dengan Aceh, ini dikarenakan budaya Aceh yang 
lebih dekat dengan budaya Arab. 
Qānūn bagi masyarakat Aceh telah menjadi adat yang pada 
biasanya berisikan aturan-aturan Sharī‛ah Islām yang telah diadopsi 
                                                          
1 Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta) 442. 
2 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (PT Hidakarya Agung, Jakarta) 1989, 357. 


































menjadi hukum adat istiadat di Aceh. Ketentuan mengenai Qānūn ini 
termaktub dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, yaitu;  
a. Qānūn Aceh adalah : peraturan perundang-undangan sejenis 
Peraturan Daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan 
pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.3 
b. Qānūn Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan 
sejenis Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur 
penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat 
Kabupaten/Kota di Aceh.4  
Dua ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan Qānūn 
sama dengan Peraturan Daerah di provinsi lain di Indonesia, pemahaman ini 
merupakan pemahaman yang tidak tepat. Karena Qānūn secara khusus 
adalah aturan-aturan yang diberlakukan di Aceh yang memuat berbagai 
aturan yang didasarkan pada Sharī‛ah Islām yang menjadi ciri khas dari 
Aceh. Tentu hal ini tidak sama dengan daerah lain yang mana Perda yang 
berlaku tidak bersumber dari Sharī‛ah Islām melainkan mengacu kepada 
adat lokal atau langsung pada UUD 45. Dengan demikian pengertian Qānūn 
dan Perda tidaklah sama, karena Qānūn berlandaskan pada Sharī‛ah Islām 
sementara Perda tidak. 
Akan tetapi dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia 
Qānūn disesajarkan dengan perda yang terdapat di daerah-daerah lain selain 
                                                          
3 Pasal 1 angka 21 UU No. 11 Tahun 2006. 
4 Pasal 1 angka 22 UU No. 11 Tahun 2006. 


































Aceh, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 10 tahun 
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan. 
UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa: jenis dan hierarki 
peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: UUD RI Tahun 
1945, Tap MPRR, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan 
Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota. Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa: 
Termasuk dalam jenis Peraturan Daerah provinsi adalah Qānūn yang 
berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta 
Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.5  
Mengacu pada ketentuan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, 
dapat disimpulkan bahwa kedudukan Qānūn dalam hierarki perundang-
undangan dapat disamakan dengan Perda. Apa yang termaktub dalam UU 
No. 12 Tahun 2011 ini dapat diterima sebagai sesuatu yang menjelaskan 
kedudukan Qānūn dalam perundang-undangan. Hal ini dapat memudahkan 
pemerintah pusat dalam memberikan kontrol serta pengawasan terhadap 
Qānūn pada daerah yang tergabung dalam daerah yang diberikan Otonomi 
Khusus untuk mengatur daerahnya dengan membuat aturan-aturan daerah 
yang sesuai dengan adat serta budaya lokal daerah tersebut. Namun, 
Bagaimanapun keistimewaan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada 
Aceh tetap harus memperhatikan batasan-batasan yang diberlakukan 
kepadanya. Hanya saja pemerintah Aceh diberikan kewenangan untuk 
                                                          
5 UU No.10 Tahun 2004 dan UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU. 


































menyusun Qānūn tersebut sesuai dengan karakter daerahnya, seperti Qānūn 
yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan aqidah dan akhlaq yang 
penjabarannya meliputi; ‛ibādah, ahwāl shakhs̩iyah, mu‛āmalah, jināyah, 
qad ̩ a’, tarbiyah, dawah, shi‛ar, dan pembelaan Islām.6  
Keistimewaan tersebut tidak diikuti oleh Perda-Perda di daerah lain 
di Indonesia, karena Otonomi Daerah yang diberikan kepada Aceh memiliki 
histori yang sangat panjang sehingga Aceh dianggap sangat layak menerima 
keistimewaan dari pemerintah. Berdasarkan kepada kajian di atas dapat 
ditarik kesimpulan bahwa Qānūn memiliki arti yang sama dengan Perda 
meskipun berbeda dari segi isinya dan sama dari segi hierarki dalam 
perundang-undangan di Indonesia.  
Adapun kedudukan Qānūn terdapat di dalam peraturan perundang-
undangan sebagai berikut:7  
a. UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah 
Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedudukan 
Qānūn terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 yang mengatakan bahwa : 
Qānūn Provinsi NAD adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan 
Undang-Undang di wilayah Provinsi NAD dalam rangka 
penyelenggaraan Otonomi Khusus;  
b. UU No 10 Tahun 2004.8 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
undangan. Penjelasan Pasal 7 ayat (2), yang mengatakan bahwa: 
                                                          
6 Lihat ketentuan dalam Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006. 
7 Lihat jurnal “Kedudukan Qānūn Dalam Sistem Pemerintahan Dan Mekanisme Pengawasannya”. 
Jum Anggriani. Jurnal Hukum No. 3 VOL. 18 Juli 2011: 320 - 335 


































Termasuk dalam jenis Peraturan Daerah provinsi adalah Qānūn yang 
berlaku di daerah NAD dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di 
propinsi Papua; 3. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 
Pasal 21 menyatakan bahwa: Qānūn adalah Peraturan perundang-
undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan 
pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. 
 
2) Proses dan Mekanisme Pembentukan Qānūn Aceh 
Prosedur legislasi hukum yang dipedomani dalam proses Taqnīn  
Hukum Jināyah berpedoman pada ketentuan hukum tentang Perda dan 
proses pembentukannya. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 
tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan (UUP3), diatur dalam 
Pasal 7, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 26-Pasal 31, Pasal 40-Pasal 43, Pasal 45, 
Pasal 52 dan Pasal 53. Menurut Pasal 14, “materi muatan Peraturan Daerah 
Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam 
rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan 
menampung kondisi khusus daerah dan/ penjabaran lebih lanjut Peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi”.9 
                                                                                                                                                                     
8 Telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 
9 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (UUP3). 


































Secara lebih detail bagaimana mekanisme penyusunan Qānūn 
hukum jināyah dapat diamati narasi tahapan-tahapan pembentukan hukum 
Jināyah Aceh sebagai berikut.10 
a. Tahap Perencanaan 
Perencanaan legislasi dibuat dalam suatu program legislasi, pada 
tingkat provinsi disebut dengan Prolega. Pada tahap persiapan DPRA 
meminta alat kelengkapannya yang disebut badan legislasi atau banleg. 
Panleg dalam tubuh DPRA mempunyai fungsi sebagai pusat perencanaan 
dan pembentukan Qānūn, sebagaimana tertuang dalam pasal 34 UU No.11 
Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa panleg mempunyai tugas untuk 
melaksanakan pembentukan prolega. 
 
b. Tahap Persiapan 
Qānūn dapat diusulkan oleh DPRA (selanjutnya disebut dengan 
legislatif) dan pemerintah Aceh (selanjutnya disebut dengan eksekutif) 
melalui hak usul inisiatif (prakarsa).  Usul inisiatif dari legislatif atau 
eksekutif atas rancangan Qānūn harus disertakan juga dengan naskah/kajian 
akademik. Naskah akademik adalah naskah yang berisi latar belakang, 
tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan serta lingkup, 
jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan Qānūn yang secara 
                                                          
10 Dalam Jurnal, Legislasi Qānūn Jināyah Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional. Oleh Amsori (Dosen 
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, Indonesia) dan Jailani (Universitas Islām Negeri Ar-
Raniry Darussalam Banda Aceh, Indonesia) 


































konsepsi ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan kajian akademik 
adalah kajian terhadap isi rancangan Qānūn yang sudah disiapkan oleh 
pemrakarsa yang dikaji secara akademis dari sisi pandangan Islāmis, 
filosofis, yuridis dan sosiologis.  
Rancangan Qānūn jināyah tahun 2008 yang telah disiapkan oleh 
eksekutif diajukan kepada legislatif dengan melampirkan naskah 
akademik/kajian akademik, dan surat pengantar yang disertai dengan 
keterangan Gubernur.11 Adapun pengaturan dari materi Qānūn ini 
dimaksudkan untuk:12   
1. Melindungi masyarakat dari dampak negatif berbagai kegiatan dan 
atau perbuatan yang berhubungan dengan jarimah. 
2. Mencegah terjadinya jarimah dalam kehidupan masyarakat.  
3. Mencegah terjadinya akibat negatif yang ditimbulkan oleh jarimah, 
khamr, maysir, khalwat, ikhtilāt̩, zinā dan atau perkosaan. 
 
c. Tahap Pembahasan 
Pembahasan rancangan Qānūn jināyah berlangsung di DPRA, 
dilakukan oleh DPRA bersama Gubernur. Pembahasan bersama ini 
dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan yang 
                                                          
11 Secara adminitrasi rancangan Qānūn ini disampaikan ke DPRA dengan surat pengantar nomor 
188/41970 tanggal 6 November 2008, yang dilengkapi dengan naskah akademik. 
12 Rancangan Qānūn yang disampaikan oleh wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar dalam 
pembukaan masa persidangan IV DPRA tahun 2009. 


































dilakukan dalam Rapat Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Legislasi/ Panitia 
Khusus dan Rapat Paripurna DPRA.  
Tahapan-tahapan pembahasan yang dilakukan, Pansus XII telah 
melakukan pembahasan bersama dengan eksekutif, sosialisasi di media 
cetak, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengundang pihak-
pihak yang akan berhubungan langsung dengan  Qānūn tersebut nantinya, 
baik para ulama, aparat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan dari 
seluruh Kabupaten/Kota di Aceh, juga akademisi, LSM/NGO, pengacara 
dan juga OKP serta organisasi kemahasiswaan, sejak tanggal 07 s.d 10 
Agustus 2009, bahkan Pansus XII juga telah mengundang Hakim Agung ke 
Aceh sebanyak 2 kali dalam rangkaian kegiatan RDPU, hingga dilakukan 
pembahasan akhir, 2 x 24 jam sebelum pembukaan sidang paripurna.  
Proses pembahasan rancangan Qānūn ini telah sesuai dengan mekanisme 
yang ditetapkan dalam Qānūn Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Pembentukan Qānūn. 
 
d. Tahap Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebar Luasan 
Tahap Pengesahan merupakan tahap dimana lembaga eksekutif dan 
lembaga legislatif telah setuju atas rancangan Qānūn yang dibahas. 
Selanjutnya rancangan Qānūn yang telah disetujui bersama oleh DPRA dan 
Gubernur pada pembahasan bersama di DPRA, disampaikan oleh pimpinan 
DPRA kepada Gubernur untuk disahkan menjadi Qānūn. Penyampaian 


































rancangan Qānūn ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) 
hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.  
Qānūn Aceh nomor: 5 Tahun 2011 pasal 1 ayat 27 menyatakan. 
Pengundangan adalah penempatan Qānūn Aceh atau Qānūn 
Kabupaten/Kota dalam Lembaran Aceh atau Lembaran Kabupaten/Kota 
dan Tambahan Lembaran Aceh atau Tambahan Lembaran Kabupaten/Kota. 
Ayat 28 Lembaran Aceh adalah penerbitan resmi Pemerintah Aceh yang 
digunakan sebagai tempat pengundangan Qānūn Aceh. 
Terkait dengan pengesahan, dangan pengundangan rancangan 
Qānūn Hukum Jināyah ini, menemui kendala, yaitu tidak ditandatanganinya 
rancangan Qānūn tersebut menjadi Qānūn oleh eksekutif, sebagaimana 
dikatakan oleh A. Hamid Zein sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas 
Sekretaris Daerah Aceh di hadapan Pansus XII (22/06/09) bahwa Pihak 
eksekutif menentang hukuman rajam karena Aceh saat ini dianggap belum 
waktunya menerapkan rajam dan meminta untuk ditunda terlebih dahulu. 
Zein menyatakan pihak eksekutif bu- kannya tidak setuju, akan tetapi 
melihat lebih luas terhadap penerapan hukuman tersebut. Pihak eksekutif 
belum bisa sependapat dengan legislatif. Dalam draf ini, hukum cambuk 
dirasa sudah cukup. Jika dalam perjalanannya hukuman diperlukan maka 
hukuman tersebut akan diterapkan.13 Dengan demikian periode ini, 
                                                          
13 Nurun Nisa’, Rancangan Qānūn Jināyah DPRA dibahas, The Wahid Institute. Edisi XXI, Edisi 
Agustus 2009, 8. 


































rancangan Qānūn Hukum Jināyah selesai dibahas oleh DPRA, namun tidak 
mendapatkan persetujuan bersama eksekutif. 
Pada pembicaraan tingkat pertama, berdasarkan hasil diskusi 
dengan Gubernur Aceh dan masukan dari stakeholder masyarakat yang 
tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat, yang masuk 2 hari 
terakhir sebelum Rancangan Qānūn Aceh ini diparipurnakan, Komisi G 
telah melakukan penyempurnaan terhadap 12 pasal serta penambahan 2 
pasal baru, sehingga Rancangan Qānūn Aceh tentang Hukum Jināyah yang 
diparipurnakan pada masa persidangan III terdiri dari 10 Bab dan 75 Pasal. 
 
B. Pelaksanaan Sharī‛ah Islām di Aceh 
Islām tidak hanya menjadi pedoman dalam menjalani hidup semata, 
melainkan agama Islām telah menjadi ruh yang tak terpisahkan dari tubuh 
rakyat Aceh. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada akhirnya sosial-budaya rakyat 
Aceh sedikit demi sedikit akan dipengaruhi oleh budaya asing dari luar. 
Pelaksanaan Sharī‛ah Islām di Aceh telah terlaksana secara menyeluruh, karena 
Islām tidak hanya terwujud dalam Ibadah saja, melainkan juga tercermin dalam 
semua bidang kehidupan masyarakat Aceh, seperti Ekonomi hingga persoalan 
hukuman bagi pelaku kejahatan, hal ini melanjutkan apa yang telah diterapkan 
sejak pemerintahan kesultanan Islām di Aceh.14  
                                                          
14 Lihat jurna “Syamsul Bahri (Fakultas Hukum Syiah Kuala), Pelaksanaan Sharī‛ahIslām Di Aceh 
Sebagai Bagian Wilayah NKRI. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 12 No.2 mei 2012. 


































Upaya penerapan hukum-hukum Sharī‛ah Islām ke dalam hukum 
perundangan-undangan Indonesia pada dasarnya dilakukan secara bertahap 
sejak puluhan tahun yang lalu dengan cara mencantumkan hukum-hukum Islām 
ke dalam Peraturan Negara. Hal ini terbukti dengan dijupainya Undang-Undang 
No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan kemudian hukum ini disebut dengan 
hukum munakahat Indonesia. Karena berdasarkan tersebut umat muslim tidak 
boleh menikah di luar tatacara pernikahan menurut agama Islām.15  
Terjadinya polemik di kalangan akademisi tentang penerapan hukum 
Islām dalam hukum positif adalah suatu yang biasa terjadi, dan kejadian 
semacam ini tidak hanya dijumpai di Aceh, akan tetapi ini menjadi isu nasional 
yang mencuat berbagai daaerah di Indonesia yang memaksa untuk menerapkan 
hukum-hukum Sharī‛ah Islām.16 
Mengamati Hukum Islām dalam Undang-Undang yang berlaku di 
Indonesia, Ali Imron membaginya ke dalam tiga hal, yaitu; Pertama, hukum 
Islām harus menjadi hukum nasional secara kāffah (menyeluruh) dan utuh 
sebagaiman yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Kedua, penerapan hukum 
Islām yang telah mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan 
dinamikan sosio-kultural yang ada di Indonesia. Ketiga, muatan hukum Islām 
                                                          
15 Ibrahim, Armia. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelaksanaan Sharī‛ahIslām Di Aceh. 
www.mahkamahsyariahaceh.go.id. 
16 Lihat jurna, Ali Ahmad, Haidlor. Penerapan Sharī‛ah Islām Dan Awig-Awig Di Indonesia: Studi 
Perbandingan. Jurnal Multi Kultural Religius. Vol IV No. 15 thn 2005, 135-140. 


































yang akan diterapakan akan diterima apabila mengandung banyak mas̩lahah 
dan tidak ada pertentangan dengan dalil yang ada.17  
Al Yasa’ Abu Bakar mengatakan bahwa pelaksanaan Sharī‛ah Islām di 
Aceh masih bersifat trial and eror (coba-coba salah). Sehingga masih 
membutuhkan masukan-masukan dari berbagai elemen dalam proses 
pelaksanaan Hukum Islām di Aceh.18 Menurut Azra dalam salah satu tulisannya 
menyebutkan bahwa salah satu kendala penerapan Sharī‛ah Islām di Aceh 
adalah karena tidak ada negara sebagai acuan dalam penerapan tersebut.19  
Berkenaan dengan kewenangan Mahkama Sharī‛ah Rusjdi 
mengunkapkan bahwa kewenangan Mahakamah Sharī‛ah didasarkan kepada 
Sharī‛ah Islām dalam hukum nasional yang diatur lebih lanjut dengan Qānūn 
propinsi Aceh. Berdasarkan ini masih meraba-raba tentang kewenangan 
Mahkamah Sharī‛ah yang lebih luas dibandingkan dengan peradilan agama 
sebelumnya.20  
Rusjdi berpendapat dan menegaskan dalam hukum Sharī‛ah adalah 
wilayah hisbah, yaitu salah satu instansi yang bertugas untuk amar ma‛ruf nahi 
mungkar serta menjaga keamanan dan kenyaman di tempat-tempat umum serta 
memlihara moral dan tatakrama di tengah-tengah masyarakat.21 Setelah kejadi 
bencana alam tsunami pada tahun 2004 Aceh mencoba untuk kembali 
                                                          
17 Lihat jurnal, Ali Imron. Problematika Implementasi Hukum Islām di Indoneis. Jurnal Masalah-
Masalah Hukum. Vol 37 No.1. 1 Maret 2008. Universitas Diponegoro semarang, 44. 
18 Lihat jurnal Al Yasa’ Abu Bakar. Pelaksanaan Sharī‛ahIslām Di Aceh (Sejarah Dan Prospek) 
Dalam Buku Sharī‛ahDi Wilayah Aceh: dinas Sharī‛ahIslām, 2006, 45. 
19 Azra, Azzumardi, kurniawan dkk. Jurnal Negara Sebagai Acuan Pelaksanaan Sharī‛ahIslām,. 2001, 
183-191.  
20 Djalil, Basiq. Peradilan Agama di Indonesia, (Kencana, Jakarta, 2010), 181.  
21 Ali Muhammad, Rusdji. Revitalisasi Sharī‛ahdi Aceh, (Logos, Jakarta, 2003) 187. 


































menerapkan Sharī‛ah Islām. Para petugas hisbah sering melakaukan operasi ke 
tempat pengungsian dan di tempat lain.  
Al Yasa’ Abu Bakar memandang bahwa salah satu Sharī‛ah yang layak 
untuk direkomendasikan adalah hukuman cambuk RUUHP, setidaknya 
hukuman cambuk sebagai hukum alternatif atau solusi yang setara dengan 
hukuman penjara ataupun denda. Padangan semacam ini dibangun di atas 
keyakinan bahwa hukuman cambuk dianggap sesuai dengan budaya dan cita 
rasa masyarakat, dalam artian bahwa hukuman cambuk lebih memiliki efek jera 
dan lebih menakutkan. Mengenai rumusan dan kesebandingan kejahatan yang 
dilakukan dapat disesuaikan dengan aturan hukum yang sudah ada, semisal 
hukuman cambuk 100 kali disetarakan dengan hukman penjara tertinggi yaiti 20 
tahun dan hukuman denda terting yaitu membayar tiga ratus juta rupiah.22 
Formaliasi Sharī‛ah Islām di Aceh dalam kerangka negara yang berbasis 
demokrasi, Aceh bisa menjadi contoh dan acuan bagi daerah-daerah lain yang 
juga berkeinginan untuk menjadikan hukuman Islām sebagi salah satu 
perangkat hukum di Indonesia. Kenyataan seperti ini wajar jika menjadikan 
Aceh sebagai primadona dalam mata banyak pengamat untuk mendalami 
praktek hukum yang berlaku di daerah tersebut. Diantara ciri yang menjadi 
                                                          
22 Abu bakar, Al Yasa’. Bunga Rampai Pelaksanaan Sharī‛ahIslām (Pendukung Qānūn Pelaksanaan 
Syari’a Islām) Aceh. Dinas Sharī‛ahIslām Nanggroe Aceh Darussalam. 2006, 99.    


































magnet penarik para pengamat adalah pluralitas ke agamaan yang ada di 
Indonesi.23  
Keinginan formalisasi hukum di Indonesia tidak hanya di wilayah Aceh, 
akan tapi daerah-daerah yang ada di wilayah NKRI marena pada dasarnya 
penduduk Indonesia mayoritas adalah beragama Islām. Selain itu, keberadaan 
hukum Islām di Indonesia dalam sebuah legislasi dapat menjadi penunjang 
dalam penegakan aturang-aturan di Indonesia. Ini karena mayoritas masyarakat 
Indonesia telah menginternalisasi nilai-nilai ajaran Islām ke dalam kehidupan 
sehari-sehari dalam bertidak sesui dengan ajaran al Qurān dan sunnah.24 
Penerapan Sharī‛ah Islām di Aceh secara masif dan menyeluruh 
menimbulkan persoalan yang sulit untuk dilanggengkan. Hal tersebut 
memerlukan masukan dan tahapan yang jelas serta harus menyesuaikan dengan 
keadaan sosio-kultural masyarakat Aceh. Penyesuaian ini demi mendapatkan 
hasil dan bentuk yang sesuai dengan keadaan masyarakat Aceh untuk 
dilaksanakan. 
1) Posisi Hukum Cambuk dalam Islām 
Hukum cambuk adalah istilah yang sudah diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia. Pada dasarnya cambuk tersebut adalah terjemahan dari 
bahasa Arab, yaitu dari akar kata jald. Kata jald berasal dari kata jalada, 
                                                          
23 Lihat jurnal, Realitasm Hukum Islām Dalam Konfigurasi Sosial Politik Di Imdonesia (Perspektif 
Sosial Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islām Di Indonesia), Hermenia jurnal kajian Islām 
interdisipliner. Vol. 2 No. 2 tahun 2003. 
24 Hamid, M Arifin. Jurnal Internalisasi Wawasan KeIslāman Menuju Efektifitas Penegakan Hukum 
Di Indonesia. Majalah Ilmiah Hukum Amanna Gappa Universitas Hasanuddin Makassar. vol.13. 
No.11 tahun 2003. 396. 


































yajlidu, jaldan yang berarti memukul dikulit atau memukul dengan cambuk 
yang terbuat dari kulit. Dalam Islām lebih dikenal dengan istilah “hukuman 
jilid”.25 
Dalam studi hukum pidana Islām, hukum cambuk termasuk dalam 
bentuk dan jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang 
hukumannya lebih banyak diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa 
(dalam prakteknya diserahkan kepada hakim) karena dasar-dasarnya 
terdapat dalam beberapa ayat al-Qur’ān dan hadist Rasul, namun dalam 
prakteknya mengalami banyak penafsiran hukum, sesuai dengan tingkat 
kejahatan yang dilakukan dan  perkembangan budaya masyarakat di suatu 
tempat.26  
Tindak pidana Islām yang masuk dalam klasifikasi hudūd dengan 
ancaman hukuman dera ada dua yaitu; tindak pidana zina dan qaddf 
(tuduhan palsu), sedangkan dalam klasifikasi tindak pidana ta‛zīr tidak 
ditentukan jenis dan jumlahnya, karena kepala negara yang menetapkan 
hukum berdasarkan pertimbangan kebaikan dan kepentingan umat muslim. 
Seperti tindak pidana surb khamr (peminum minuman keras), liwāt̩ 
(homoseksual) dan lain-lain. Ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat 
                                                          
25 Muslim Zainuddin, dkk., Problematika Hukuman Cambuk di Aceh, (Banda Aceh: Dinas 
Sharī‛ahIslām Aceh, 2011), 9. 
26 Muslim Zainuddin, dkk., Muslim Zainuddin, dkk., Problematika Hukuman Cambuk di Aceh, (Banda 
Aceh: Dinas Sharī‛ahIslām Aceh, 2011), 10. 


































dalam melihat kedua jenis tindak pidana ini ada yang memasukkannya 
dalam klasifikasi hudūd dan ada juga ta‛zīr.27 
Batas pelaksanaan hukuman cambuk untuk pidana ta‛zīr menurut 
Abu Hanifaḥ. Muhammad, Shafī‛iy, dan Ḥanbaly adalah tidak boleh 
melebihi hukuman cambuk paling rendah dalam hudūd (bentuk plurar dari 
had) adalah 40 kali untuk khamr. Jadi batas tertinggi cambukan untuk ta‛zīr 
adalah 39 kali. Menurut Abu Yusuf, jumlah hukuman cambuk bagi pidana 
ta‛zīr tidak boleh lebih dari 75 kali dengan rumus cambukan haḍ terendah 
80 kali dikurangi lima kali.28 
Hukuman cambuk merupakan salah satu jenis hukuman yang telah 
ditentukan dalam al-Qur’ān surah an-Nuur ayat 4 untuk tindak pidana 
menuduh  orang lain berzina (qadhf) ayat tersebut menjelaskan jumlah 
cambukan untuk pezina sebanyak 100 kali. Sedangkan untuk perbuatan 
menuduh berzina sebanyak 80 kali. Sanksi-sanksi minuman keras sebanyak 
40 kali cambukan. Kemudian dalam al-Qur’ān menjelaskan tentang 
penjatuhan hukuman cambuk yang dijelaskan dalam surah an-Nūr ayat 2:29 
 او ُةاِينانزلا ْنُك ْنِإ ِنللَّا ِنيِد فِ ٌةاْفأار ا ام
ِِبِ ْمُكْذُخْأات الَاو ٍة ادْل اج اةائاِم ا امُه ْ نِم ٍدِحااو نلُك اوُدِلْجااف نِانزلا ْمُت
 ايَِّنِمْؤُمْلا انِم ٌةاِفئااط اامُها با اذاع ْداهْشايْلاو ِرِخْلْا ِمْوا يْلااو ِنللَِّاب انوُنِمْؤ ُت 
                                                          
27 Ridwan Syah Beruh, Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana 
Islām, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu,  2015), 158. 
28  Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Sharī‛ahIslām di Aceh Problem, Solusi dan Implementasi, 
(Jakarta: IAIN Ar-Raniry kerjasama dengan Logos Wacana Ilmu,  2003), 110. 
29 Al-Quran Terjemah Departemen Agama 


































“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu 
beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) 
hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman” 
(Qs.an-Nuur: 2). 
Kemudian dalam ayat berikutnya;30 
 ْقا ت الَاو ًة ادْل اج ايَِّناااثَ ْمُهوُدِلْجااف اءا اداهُش ِةاعا بْراِأب اُوتْأاي ْالَ نُثُ ِتااناصْحُمْلا انوُمْرا ي انيِذنلااو ُالَ اوُلا ب ًةادااهاش ْم
 انوُقِساافْلا ُمُه اكِئالُوأاو اًداباأ 
“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] 
(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka 
deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah 
kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah 
orang-orang yang fasik” (Qs.an-Nūr: 4)  
 
Para Sahabat Rasulullah SAW mempraktekkan hukuman 100 kali 
dera bagi pelaku tindak pidana zina, 80 kali dera bagi peminum khamār, 
sedangkan Rasulullah sendiri tidak secara pasti menentukan jumlahnya. 
Jumlah deraan kepada pelaku tindak pidana homoseksual sama dengan 
tindak pidana zina. Sedangkan deraan dengan jumlah tidak tertentu dapat 
dijatuhkan kepada palaku tindak pidana yang masuk dalam klasifikasi 
ta‛zīr.31 
Sejarah telah mencatat bahwa hukuman cambuk benar-benar telah 
dipraktekkan di masa Rasulullah dan para sahabatnya, terutama Khulafa’ 
ar-rashīdīn. Sehingga kuat tertanam di dalam kesadaran umat Islām, bahwa 
                                                          
30 Al-Quran Terjemah Departemen Agama 
31 Ridwan Syah Beruh, Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana 
Islām. Pustaka Ilmu Berat. 2015, 158. 


































hukuman dera selain untuk memelihara kemaslahatan hidup di dunia, juga 
sebagai perintah agama yang tertera dalam al-Qur’ān, dipraktekkan dimasa 
Rasulullah serta sahabatnya, karena itu pada saat ini perlu dilaksanakan 
secara sungguh-sungguh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.32 
 
2) Penerapan Hukum Cambuk di Aceh 
Permasalahan yang terjadi dalam penerapan hukum cambuk di 
Aceh adalah peraktek hukuman cambuk yang dilakukan di depan umum, 
hal ini tertuang pada Pasal 262 (1) Qānūn 7/2013 tentang Hukum Acara 
Qānūn Jināyah yang mengatur “‛Uqubat  cambuk dilaksanakan di suatu 
tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir”. 33 
Pada kasus tersebut terdapat beberapa permasalahan yang timbul, 
diantaranya adalah mempertontonkan kekerasan di depan umum, bahkan 
terkadang yang menjadi penontonnya adalah anak-anak, sedangkan di 
Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang penyiaran, 
perbuatan seperti apa yang boleh disiarkan dan perbuatan apa yang tidak 
boleh disiarkan sebagaimana hal ini tertuang dalam UU 32/2002 tentang 
penyiaran. Pada pasal 36 UU penyiaran dijabarkan penyiaran yang 
mengandung kekerasan dilarang.34 
                                                          
32 Ridwan Syah Beruh, Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana 
Islām. (Pustaka Ilmu Berat, 2015), 160. 
33 Media Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Qānūn Jināyah,  22 Oktober 2017. 
34 UU 32/2002 tentang penyiaran. 


































Unsur kekerasan dalam hukum cambuk telah diakui dalam Qānūn, 
pasal 262 (2) Qānūn 7/2013 melarang kehadiran anak-anak di bawah umur 
18 tahun. Permasalahan selanjutnya adalah tatacara pelaksanaan hukuman 
cambuk tersebut, dalam pasal 262 (4) Qānūn 7/2013 dijabarkan bahwa 
“jarak antara tersangka yang sedang menjalani hukuman cambuk dengan 
masyarakat yang sedang menyaksikan paling dekat adalah 12 km”, namun 
aturan ini masih seringkali tidak dilaksanakan. Jarak antara penonton 
dengan tempat pelakasanaan hukuman cambuk tersebut sangat dekat 
padahal banyak anak-anak yang berada di antara penonton itu. Hukuman 
cambuk dan rajam yang diberlakukan di Aceh memang dipublikasikan 
secara bebas tujuannya adalah untuk menimbulkan aspek jera kepada para 
pelaku dan pada masyarakat yang menonton.    
 Berdasarkan data yang di muat oleh Data Monitoring ICJR, 
Mahkamah Sharī‛ah Aceh menuturkan bahwa sepanjang 2016 telah 
diputuskan sekitar 301 putusan perkara jināyah sejak januari sampai dengan 
November 2016. Dan sepanjang januari sampai desember 2016 ICJR 
mencatat bahwa ada sekitar 339 terpidana yang telah di eksekusi cambuk di 
seluruh wilayah yang berada di Aceh.35   
Pada tahun 2017 ICJR merilis ada sekitar 188 tersangka yang 
dihukum cambuk yang tersebar di sembilan wilayah di Aceh. Dari jumlah 
tersebut merupakan gabungan antara perempuan dan laki-laki, tercata 
                                                          
35Data Pemantauan Institut Criminal Justice Reform (ICJR) tahun 2016, http://icjr.or.id/praktek-
hukuman- cambuk-di-aceh-meningkat-evaluasi-atas-Qānūn-jināyah-harus-dilakukan-pemerintah/. 


































bahwa ada sekitar 32 perempuan yang telah dieksekusi.36 Dalam data yang 
ditemukan, jenis pidana paling banyak dijatuhkan terkait dengan  dengan 
pidana Judi dengan 109 terpidana, diikuti dengan ikhtilāt̩ (bermesraan) 
berjumlah 47 terpidana dan zinā (hubungan sekskual di luar perkawinan) 13 
orang dan  Khamr dengan 9 terpidana. Di Tahun 2017 pertama kalinya juga 
eksekusi cambuk dilakukan kepada pelaku Liwāt̩  (hubungan seksual 
sesama jenis) dengan 2 terpidana. Sementara itu, Solidaritas Perempuan 
mencatat sebanyak 36 kasus yang terdiri dari khalwat, zinā, ikhtilāt̩, korban 
salah tangkap, perkosaan, dan terduga pasangan sejenis.37 
Eksekusi hukuman cambuk bagi para tersangka menyisakan banyak 
masalah, diantaranya adalah masalah trauma yang mereka hadapai dan 
stigma negatif dari para kerabat dekat ataupun jauh, dari taman sejawat 
yang kemudia berdampak panjang pada pengucilan oleh masyarakat sekitar. 
Terlebih jika hal ini dialami oleh seorang perempuan, rasa traumatik yang 
mereka alami akan lebih besar, mereka juga akan mengalami pengucilan 
dan peminggiran baik secara sosial dan ekonomi, tekanan yang dialami 
perempuan pasti lebih besar daripada yang dialamai oleh laki-laki.  
Eksekusi cambuk yang diterapkan di Aceh yang dilakukan di depan 
umum dan disaksikan oleh masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari 
anak-anak dan perempuan ditengarai akan dapat menimbulkan dampak 
                                                          
36Data Pemantauan Institut Criminal Justice Reform (ICJR) tahun 2017, http://icjr.or.id/caning-as-a-
legal-corporal-punishment-ruins-the-image-of-indonesia-human-rights/;//icjr.or.id/hukuman-cambuk-
mencoreng-wajah- hak-asasi-manusia-di-indonesia/. 
37Albert dan Diny, Jurnal Hukuman Cambuk dalam Bilangan dan Kepelikan. LBH Masyarakat. 2017. 


































terhadap anak-anak kecil tersebut dan akan menganggap biasa untuk 
mempertontonan kekerasan senyampang itu benar, dengan berdalih 
kebenaran ini mereka dengan senang hati dan tanpa merasa bersalah akan 
melanggengkan budaya kekerasan di tengah-tengah masyarakat.38 
Pemerintah Aceh saat ini menjadikan pelaksanaan eksekusi cambuk 
sebagai salah destinasi wisata bagi masyarakat luar aceh ataupun turis dari 
luar negeri, hal ini sebagai bentuk pengenalan budaya Aceh yang dijuluki 
dengan serambi Mekah. Kenyataan seperti ini memang sangat miris, 
mengingat hal semacam terjadi di negara Indonesia yang merupakan negara 
yang berkomitmen untuk menghapus seluruh kekerasan dan deskriminasi.39 
Pemberlakuan Qānūn Jināyah bertentangan dengan prinsip-prinsip 
Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan yang diatur dalam UU No.39 
tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.12 tahun 2005 tentang 
Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik,  UU No. 7 tahun 1984 tentang 
Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 
Perempuan (CEDAW) dan sejumlah Peraturan perundang-undangan 
lainnya.40 
Dalam padangan agama Islām, hukuman cambuk ini merupakah 
salah satu pelaksanaan dari prinsip dasar hukum fiqh yaitu hifz̩ al nafs dan 
                                                          
38 Lihat jurnal, Desak Pemerintah untuk Meninjau Ulang Qānūn Jināyah, Pasca 3 Tahun Pengesahan, 
oleh Media  Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Qānūn Jināyah,  22 Oktober 2017   
39Lihat Rilis Media  Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Qānūn Jināyah,  22 Oktober 2017. Hal 
4. 
40 UU HAM, UU Tentang Konvenan Hak Sipil Dan Politik, UU Tentang Ratifikasi Konvensi 
Penghapusan Segala Bentuk Deskriminasi Terhadap Perempuan. 


































hifz̩ mal, prinsip dasar hukum fiqh yang lima sebagaimana telah dijelaskan 
pada bab sebelumnya sangat menjunjung tinggi hak individu maupun sosial, 
mulai hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, hak untuk memiliki, hak 
untuk menjaga kehormatan, dan hak untuk bergama. Diharapkan dengan 
diberlakukannya hukuman cambuk ini akan lebih efektif untuk mengurangi 




C. Perda-Perda Sharī‛ah yang Bertentangan 
Menurut Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, hirearki Peraturan perundang-undangan adalah sebagai 
berikut:42  
a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
b. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU 
c. Peraturan Pemerintah 
d. Peraturan Presiden  
e. Peraturan Daerah  
Merujuk pada ketentuan UU di atas, Peraturan Daerah tidak boleh 
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada 
                                                          
41 Zuhaili Wahbah, Ushul Fiqh Islāmi, (Dar Al Fikr)1022.   
42 Diambil dari jurnal yang dipubkikasikan oleh Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Advokasi Qānūn 
Jināyah  22 Oktober 2017. 


































kenyataannya, Qānūn Jināyah bertentangan dengan konstitusi dan beberapa 
Undang-Undang, sebagai berikut:43 
1. Bentuk hukuman cambuk dalam Qānūn Jināyah bertentangan dengan (a) 
UUD 1945 pasal 28G ayat (1), (b) UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia, (c) UU No. 12 tahun 2005 Pengesahan Kovenan Hak-hak 
Sipil dan politik,8 (d) Undang-Undang No 5 Tahun 1998 pasal 1 dan 16 
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain 
yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia 
(CAT), dan (e) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP). 
2. Pengesahan Kovenan Hak-hak Sipil dan politik,8 (d) Undang-Undang No 
5 Tahun 1998 pasal 1 dan 16 Konvensi Menentang Penyiksaan dan 
Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau 
Merendahkan Martabat Manusia (CAT), dan (e) UU No. 1 Tahun 1946 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
3. Ketentuan tindak pidana dalam Qānūn mengenai “pengakuan bersalah 
yang memberatkan dirinya” telah bertentangan dengan prinsip “non self 
incrimination”, yang diatur dalam Undang- Undang No. 12 Tahun 2005, 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan 
Undang- Undang, dan No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman.   
                                                          
43 Ibid 


































4. Pasal 52 (1) dalam Qānūn Jināyah Mengenai Beban Korban Perkosaan 
untuk Memberikan Bukti bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 
Tahun 1981 dan Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia. Lebih jauh lagi, hal ini merupakan bentuk 
diskriminasi pada korban pemerkosaan, dalam konteks ini adalah 
perempuan untuk memperoleh keadilan. 
5. Ketentuan Pasal 52 ayat (3) (4) dan (5) pasal 53, pasal 54, Pasal 55 dan 
pasal 56 dalam Qānūn Jināyah mengenai sumpah sebagai tambahan alat 
bukti Bertentangan dengan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 17 Undang-
Undang No. 39 Tahun 1999.  
6. Pasal 36 Qānūn Jināyah mengenai Perzinahan bersifat diskriminatif dan 
bertetangan dengan UU No. 7 tahun 1984 dan KUHP.  
7. Qānūn Jināyah pasal 5 Huruf C mengakibatkan duplikasi tindak pidana 
yang sudah diatur dalam KUHP sehingga terjadi tumpang tindih 
Peraturan Perundangan termasuk perbedaan sanksi pidana. Dualisme dan 
duplikasi tersebut bertentangan dengan asas ketertiban dan kepastian 
hukum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang No. 12 Tahun 
2011.   
8. Beberapa ketentuan pidana dalam Qānūn Jināyah tidak memenuhi 
persyaratan teknis penyusunan Peraturan perundang-undangan, 
sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan 
mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam 
interpretasi dalam pelaksanaannya. Hal ini bertentangan dengan asas 


































“kejelasan tujuan”, asas “kejelasan rumusan” pada Peraturan perundang-
undangan yang diamanatkan melalui Pasal 5 huruf (a) (f) dan Pasal 6 ayat 
(1) (g), UU No. 12 Tahun 2011. 
9. Qānūn Jināyah yang pengaturannya banyak bertentangan dengan 
konstitusi dan Undang-Undang nasional telah melanggar Pasal 8 ayat (1) 
dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa 
Qānūn sebagai sebuah Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan 















































HAK ASASI MANUSIA DAN BUDAYA LOKAL SEBAGAI KONSIDERAN 
HUKUM DALAM PEMBENTUKAN DAN PENERAPAN HUKUM CAMBUK 
ANALISIS TERHADAP PERDA ACEH NOMER 6 TAHUN 2014 
 
A. Peran Hak Asasi Manusia Dan Budaya Lokal Sebagai Konsideran Hukum 
Dalam Penerapan Hukum Cambuk 
Pembentukan suatu hukum baik hukum perundang-undangan atau 
hukum adat harus melalui asas-asas yang berlaku didalamnya. Disamping itu, 
pembentukan suatu hukum juga harus memperhatikan hak-hak asasi yang 
dimiliki tiap individu atau hak-hak kelompok. 
Pada dasarnya suatu Perda yang dibuat oleh daerah otonom tidak boleh 
bertentangan dengan perundang-undangan yang berada di atasnya, karena dalam 
asas hukum dikenal istilah lex superiot derogate legi inferiori, yaitu peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya harus didahulukan 
dibandingkan peraturan yang berada dibawahnya. Sehingga, Perda Sharī‛ah 
yang ada di daerah Aceh harus mengalah pada UU, Peraturan pemerintah dan 
lainnya yang posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan Perda Sharī‛ah tadi. 
Pelaksanaan hukum cambuk, salah satu Perda Sharī‛ah yang 
diberlakukan di Aceh memjumpai berbagai pro-kontra dari berbagai masyarakat, 
sebagian dari mereka setuju dengan diterapkannya hukuman cambuk, karena hal 
ini memiliki aspek jera yang lebih besar dibandingkan dengan hanya dengan 
ditahan di penjara. Dan sebagian yang lain tidak setuju dengan penerapan 
hukum cambuk karena mereka menganggap bahwa pelaksanaan hukum ini 
melanggar hak privasi seseorang mengingat pelaksanaan hukum cambuk ini 


































dilakukan di depan umum, dan juga pelaksanaa hukum cambuk dianggap 
melanggar hak asasi manusia Undang-Undang No 5 Tahun 1998 pasal 1 dan 16 
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang 
Kejam, Tidak Manusiawi. 
Teori d̩oruriah al khoms atau teori hak perlindungan bagi setiap 
individu, mulai perlindungan jiwa, agama, harta, keturunan, dan kehormatan. 
Penerapan hukum cambuk adalah sebagai bentuk dari hifz̩ al nasl (menjaga 
keturunan) dan hifz̩ al ‛ird (menjaga kehormatan) . Lembaga Studi dan 
Advokasi HAM (ELSAM) sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat 
(LSM) yang memiliki perhatian khusus terhadap kondisi penegakkan HAM di 
negeri ini, menilai bahwa hukum cambuk yang diterapkan di Aceh bertentangan 
dengan sekurangnya tiga norma HAM, yaitu; Pertama, pelaksanaan hukum 
cambuk bertentangan dengan bunyi pasal bahwa UU HAM menolak perlakuan 
kejam, menyiksa, dan lainnya yang tidak manusiawi. Kedua, dianggap 
bertentangan dengan hak asasi peradilan, bahwa setiap warga negara memiliki 
hak peradilan dan hukuman yang sama. Ketiga, dianggap bertentangan dengan 
hak privasi seseorang, karena praktek hukum cambuk dilakukan di depan 
umum.  
Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa ada perbedaan sudut pandang 
antara hak asasi dalam Islām dan hak asasi internasional ataupun hak asasi yang 
ada di dalam Undang-Undang. Penerapan hukum cambuk menekankan pada hak 
perlindungan terhadap harta dan keturunan atau hak perlindungan laiannya, teori 
HAM Islām yang didahulukan dibandingkan HAM internasional ataupun HAM 


































yang terdapat di dalam UU. Hal ini tidak lepas dari kedekatan budaya lokal 
Aceh dengan budaya Arab. Hukum cambuk yang diterapkan di Aceh 
mempertimbangkan dua hal sekaligus, yaitu budaya lokal dan HAM secara 
bersamaan. Artinya HAM yang dijadikan konsideran hukum dalam hukum 
cambuk adalah HAM yang dipengaruhi oleh budaya lokal Aceh. 
Berdasarkan pada Qānūn Aceh No. 5 tahun 2011 tentang asas-asas 
pembentukan Qānūn Aceh, menyebutkan bahwa salah satu asas dalam 
pembentukan Qānūn Aceh adalah sejarah. Dalam sejarah aceh tersebut 
menunjukkan bahwa Aceh adalah jalur perdagangan kafilah dari Arab menuju 
tanah jawa yang kemudian menyebarkan Islām di daerah tersebut. Masuknya 
pedagang-pedagang Arab tersebut lambat laun mempengaruhi budaya lokal 
Aceh yang dalam catatan sejarahnya aceh merupakan tempat pertama masuknya 
agama Islām di indonesia yang kemudian memiliki kemiripan dengan budaya 
Arab. Kemiripan budaya inilah yang mempengaruhi pemerintah Aceh untuk 
mengadopsi hukum-hukum Sharī‛ah untuk dijadikan Peraturan Daerahnya.     
 Penerapan hukum cambuk di Aceh yang dianggap bertentangan dengan 
bunyi UU HAM bahwa hukuman yang diterapkan tidak boleh megandung unsur 
kekerasan dan tidak manusiawi, hal ini tidak sepenuhnya benar, karena 
kekerasan yang dimaksud dalam UU tersebut masih sangat umum dan global, 
sehingga sangat berpeluang untuk ditafsiri, karena bisa saja hukuman penjara 
kejam dan tidak manusiawi dibandingkan pelaksanaan hukum cambuk, seperti 
apa yang terjadi di Aceh sementara bagi kelompok lain pelaksanaan hukum 
cambuk tersebut malah biasa-biasa saja. Dalam teori relativisme HAM 


































dikatakan bahwa aturan HAM yang akan diterapkan haruslah terukur dan jelas 
serta harus merupakan turunan dari Undang-Undang yang sudah ada dan tidak 
berasal dari alam atau moral. 
Berdasarkan teori ini maka, tidak dapat langsung disimpulkan bahwa 
pelaksanaan hukum cambuk bertentangan dengan HAM karena mengandung 
unsur kekerasan, keji dan sebagainya. Karena apa yang dimaksud dengan keji, 
dan kekerasan masih bersifat abstrak dan tidak terukur, sehingga membutuhkan 
turunan hukum yang lebih terperinci dan jelas bahwa pelaksaan hukum cambuk 
seperti di aceh adalah kekerasan, atau bisa saja tidak sejelas atau seterperinci itu, 
akan tetapi haruslah bertentangan dengan tindakan-tindakan yang secara 
universal dinyatakan tindakan kekerasan, seperti membunuh, mengantung, dan 
semacamnya. 
Bisa saja pelaksanaan hukum yang bertentangan dengan HAM universal 
ini dapat diterapkan dengan melewati prosedur yang ketat. Misalnya seseorang 
yang akan dihukum mati di Indonesia, harus memenuhi sarat-sarat yang sudah 
di atur oleh pemerintah, meskipun hal ini mendapat kecaman keras dari berbagai 
negara eropa. Warga negara di Indonesia akan dihukum mati jika melakukan 
kejahatan yang merugikan banyak pihak bukan individu, seperti pengedar 
narkoba, pelaku pengeboman tempat umum, dan lain sebagainya yang tergolong 
kejahatan yang berdampak masif dan luas.  Perbedaan sudut pandang antara 
perumusan HAM menurut agama Islām dan HAM internasional mempengaruhi 
pada perumusan Perda Sharī‛ah yang diterapkan di Aceh yang secara budaya 
lebih dekat dengan budaya Arab.  


































Aceh adalah salah satu daerah di Indonesia yang mendapatkan hak 
istimewa dari pemerintah Indonesia dan mendapatkan hak otonom dikarenakan 
perjalanan sejarah yang dimilkinya. Aceh dijuluki sebagai serambi Makkah, 
julukan ini diberikan karena budaya lokal di sana lebih dekat dengan budaya 
Arab. Kedekatan ini karena masuknya Islām ke Indonesia melalui jalur 
perdagangan yang pasti melewati Aceh. Dulu banyak sekali pedagang dari 
jazirah Arab yang melewati Aceh yang kemudian bergumul dengan rakyat di 
sana, mereka berinteraksi bahkan tidak sedikit yang kemudian menikah bahkan 
menjadi tokoh agama. 
 
B. Mekanisme Penentuan Hukum Cambuk Yang Akan Dijadikan Sebagai 
Perda Sharī‛ah. 
Penetapan suatu aturan perundang-undangan ataupun aturan daerah 
selanjutnya disebut Perda, harus mengikuti regulasi dan asas-asas yang sudah 
diatur, yaitu; Asas lex superiot derogate legi inferiori  peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya daripada 
peraturan perundang- undangan yang lebih rendah dan sebaliknya. 
Hukum jinayat dalam kitab-kitab fiqh tidak semuanya dapat diterapkan 
dan diaplikasikan dalam kehidupan berbangasa. Oleh karenanya, dalam Perda 
Aceh tidak akan pernah dijumpai orang yang berzina akan dikubur hidup-hidup 
hanya tinggal kepalanya saja kemudian dilempari dengan batu. Atau hukum 
qis̩as̩, yaitu jika ada orang membunuh maka harus dibunuh juga, dan jika 
melukai maka harus dilukai dengan luka yang sama. 


































Asas-asas hukum tersebut di atas menjadi pertimbangan utama dalam 
proses pemilihan Perda Sharī‛ah termasuk hukuman cambuk. Jika hukuman 
tersebut sudah jelas-jelas bertentangan dengan UU HAM No 5 Tahun 1998 
pasal 1 dan 16 misalnya, yang mengatur bahwa tidak boleh menerapkan 
hukuman yang memiliki unsur kekerasan atau tidak manusiawi, seperti hukum 
rajam bagi pezina tersebut di atas, maka tidak boleh dipaksakan untuk 
diberlakukan, atau hukum potong tangan, hal ini juga sudah nyata mengandung 
unsur penyiksaan dan menyakiti. Aturan ini termaktub pada asas yang pertama, 
bahwa perundang-undangan yang berada di atas harus didahulukan daripada 
peraturan perundanga-undangan dibawahnya. 
Pada kasus hukuman cambuk, pertentangan ini tidak dijumpai, karena 
hukuman cambuk masih bersifat manusiawi dan masih batas wajar. Jadi dalam 
mekanisme penetapan Perda Sharī‛ah, para wakil rakyat akan memilah dan 
memilih hukum-hukum yang aka diterapkan, dengan pertimbangan asas-asas 
hukum, ini terbukti tidak semua hukum Islām yang ada dalam kitab fiqh dapat 
diterapkan di Indonesia. Mekanisme penetapan hukum semacam ini tidak hanya 
berlaku dalam Perda Sharī‛ah saja, akan tetapi ini juga berlaku dalam penetapan 
perundang-undangan baik tingkat nasional ataupun regional. 
Mekanisme yang berlaku dalam penetapan Perda Sharī‛ah menurut 
Ansori dan Junaidi harus melalui empat tahapan yaitu; tahap perencanaan, tahap 
persiapan, tahap pembahasan, dan tahap pengesahan. Dalam tahapan-tahapan ini 
yang paling menentukan adalah tahap pembahasan, dalam tahapan ini majelis 
akan mengundang berbagai elemen terkait, mulai dari ulama’, jaksa, kepolisian, 


































hakim agung, dan pihak terkait lainnya. Pertimbangan yang digunakan dalam 
mekanisme penetapan suatu rumusan Peraturan Daerah di Aceh sebagaimana 
hasil penulusuran peneliti adalah budaya lokal Aceh serta Hak Asasi Manusia. 
Dua hal ini menjadi pertimbangan atau konsideran hukum secara bersamaan.  
Pihak-pihak terkait yang disebutkan di atas akan bekerja secara klauster, 
mereka akan saling mengisi dan saling melengkapi. Para ulama’ memberi 
masukan di bidang agama, kepolisian memberi masukan dari sisi keamanan, 
hakim agung memberi perlindungan dan jaminan dari segi argumentasi ilmiha 
yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah. Kerja sama semacam ini 
akan menghasilkan suatu rumusan hukum yang pastinya kuat dari segi 
argumentasi dan manfaat. 
Hukuman cambuk yang merupakan salah satu hukum jināyah Islām yang 
kemudian diadopsi oleh Perda Sharī‛ah di Aceh pastinya telah melalui proses 
kajian yang mendalam dan diskusi yang sangat panjang, serta mekanisme yang 
sistematis. 
Setiap tindakan pidana dengan syarat-syarat tertentu akan mendapatkan 
hukuman cambuk, baik itu minum khamr, khalwat (berduaan di tempat sepi), 
zinā dan semacamnya. Ini berbeda dengan hukuman yang ada di dalam agama 
Islām, hukuman cambuk hanyalah diperuntukkan untuk para pezina dan had 
qadhf saja. Sebagaimana hal ini termaktub dalam al-Qur’ān. 


































ا ِنيِد فِ ٌةاْفأار ا ام
ِِبِ ْمُكْذُخْأات الَاو ٍة ادْل اج اةائاِم ا امُه ْ نِم ٍدِحااو نلُك اوُدِلْجااف نِانزلااو ُةاِينانزلا ْمُتْنُك ْنِإ ِنللَّ
 ِرِخْلْا ِمْوا يْلااو ِنللَِّاب انوُنِمْؤ ُت  ايَِّنِمْؤُمْلا انِم ٌةاِفئااط اامُها با اذاع ْداهْشايْلاو 
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu 
beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman 
mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman” (Qs.an-Nūr: 2). 
Kemudian dalam ayat berikutnya;1 
 ْأاي ْالَ نُثُ ِتااناصْحُمْلا انوُمْرا ي انيِذنلااو ًةادااهاش ُْم الَ اوُلا بْقا ت الَاو ًة ادْل اج ايَِّناااثَ ْمُهوُدِلْجااف اءا اداهُش ِةاعا بْراِأب اُوت
 انوُقِساافْلا ُمُه اكِئالُوأاو اًداباأ 
“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] (berbuat 
zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka 
(yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima 
kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang 
fasik” (Qs.an-Nūr: 4)  
 
Perbedaan ini merupakan hasil dari pertimbangan-pertimbangan yang 
sifatnya individu ataupun sosial. Jadi pelaksanaan hukum cambuk yang 
diberlakukan di Aceh dalam pandangan peneliti adalah terobosan besar baik 




                                                          
1Al-Quran Terjemah Departemen Agama 





































Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum cambuk di Aceh dibagun di atas HAM, akan tetapi yang 
dimaksud dengan HAM adalah Hak Asasi yang sejalan dengan asas-asas 
hukum Islām. Hal ini Disebabkan budaya lokal Aceh yang sangat dekat 
dengan budaya Arab. Sehingga sebagian besar perda Sharī‛ah yang berlaku di 
Aceh banyak mengadopsi dari hukum-hukum Islām. Kesimpulannya adalah 
bahwa yang menjadi konsideran dalam penerapan hukum cambuk di Aceh 
adalah Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islām dan juga budaya lokal 
yang terdapat di Aceh sekaligus. Dan tidak benar jika penerapan hukum 
cambuk berntentangan dengan HAM internasional, karena, salah satu sumber 
yang dijadikan pijakan dalam klaim bahwa hukuman cambuk tidak sejalan 
dengan HAM adalah Undang-Undang No 5 Tahun 1998 pasal 1 dan 16 
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain 
yang Kejam, Tidak Manusiawi. Dalam teori relativisme HAM, mengatakan 
bahwa Pasal-Pasal dalam HAM haruslah terukur dan bersumber dari Undang-
undang yang sudah ada dan bukan dari alam ataupun moral. Sementara bunyi 
pasal dalam UU No. 5 di atas masih bersifat umum, bisa saja hukum cambuk 
ini adalah bentuk kekerasan dan tidak menurut kelompok lain. 


































2. Dalam mekanisme penentuan atau pemilihan hukum Islām sebelum 
diputuskan sebagai peraturan Daerah harus melalui tahapan-tahapan, yiatu; 
pertama, dipilih hukum yang mengandung aspek jera maksimal akan tetapi 
tidak sampai menghilangkan nyawa ataupun memotong anggota tubuh. 
Kedua, tidak boleh bertentangan dengan UU yang berada diatasnya. Ketiga, 
menggunakan peran budaya lokal sebagai salah satu konsideran dalam 
pemiliihan suatu hukum. 
B. Saran-saran 
Merujuk kepada hasil kesimpulan yang dihasilkan peneliti dalam 
penelitian ini, maka penulis menyarankan: 
1. Hendaknya penetapan perda dan perangkat hukum lainnya harus tetap 
berlandaskan kepada HAM. 
2.  Pelaksanaan hukuman cambuk seharusnya dilakukan di tempat yang 
tersembunyi jangan dilaksanakan ditempat umum apalagi sampai dijadikan 
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